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ABSTRAK 

Nabila Ro’yi, 2022: Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus Kua Kecamatan Genteng). 

Kata kunci: Implementasi, Undang-Undang, Dispensasi Nikah, Kantor Urusan 

Agama. 

Fenomena perkawinan dini menjadi salah satu permasalahan yang tidak 

kunjung terselesaikan. Penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi UU 

No. 16/2019 di Kecamatan Genteng yang memiliki 43 angka perkawinan dini 

pada tahun 2020 dan termasuk sebagai Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi 

yang masuk dalam sepuluh besar Kecamatan dengan angka perkawinan dini yang 

tinggi di Banyuwangi. Karena dengan adanya pembaharuan ini, secara praktis 

fenomena perkawinan dini dapat teratasi jika UU No. 16/2019 dapat 

terimplementasikan secara maksimal. 

Penelitian ini berfokus pada tiga fokus penelitian yang telah dirumuskan 

yaitu: 1) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang 

Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Genteng ?, 2) Apa tantangan implementasi 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin di KUA 

Kecamatan Genteng?, 3) Bagaimana dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang adanya dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur di Kecamatan 

Genteng? 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data yang 

penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisa yaitu reduksi data, penyajian 

data dan verifikasi. 

Hasil penelitian dari penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Berdasarkan 

dokumen perkawinan dini yang dimiliki Kecamatan Genteng pada rentang tahun 

2020-2021 telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunan angka 

perkawinan dini menandakan bahwa Undang-Undang No. 16 tahun 2019 telah 

terimplementasi secara maksimal di Kecamatan Genteng dalam meminimalisir 

perkawinan dini yang menjadi fenomena di masyarakat Kecamatan Genteng; 2) 

Tantangan implementasi UU No. 16/2019 dapat dilihat dari beberap aspek yaitu 

dimulai dari adaptasi masyarakat terhadap kultur baru yang dibawa oleh UU No. 

16/2019, kurangnya sumber daya yang mendukung dalam proses sosialisasi 

kepada masyarakat sehingga tidak terjadi koordinasi dan kolaborasi yang baik 

pada saat proses sosialisasi UU ini, kemudian komitmen dari berbagai pihak yang 

berbeda dalam proses impelementasi UU ini; 3) Dampak adanya pembaharuan 

terhadap UU No. 1/1974 tentang perkawinan di Kecamatan Genteng terbagi ke 

dalam dampak positif dan negatif. Dampak Positif yaitu masyarakat dapat 

memikirkan dampak dari adanya perkawinan di bawah umur, dapat melindungi 

kepentingan perempuan dan mewujudkan perkawinan yang siap dilakukan baik 

secara fisik ataupun psikis dampak negatifnya adalah membuat dispensasi kawin 

semakin melonjak.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan sebagai suatu jalan untuk saling mengikat dua insan yang 

terdiri dari laki-laki dengan perempuan. Perkawinan diharapkan dapat 

menjaga pasangan dari perbuatan buruk diluar perkawinan. Perkawinan 

sebagai satu bentuk bahwa dua orang tersebut memutuskan untuk saling hidup 

bersama dengan tujuan untuk menata sebuah keluarga harmonis juga sakinah 

mawaddah wa rahmah. Dengan adanya suatu perkawinan, nantinya akan 

menghadirkan rasa aman dan tentram pada diri manusia dalam menjalani 

kehidupannya yang telah Tuhan berikan kepada hambanya.
2
 Dijelaskan dalam 

Al-quran surah Ar-Rum ayat 21 bahwa: 

جًا لِّتَسْكُنُو ۦٓوَمِنْ ءَايََٰتِهِ  نْ أنَفُسِكُمْ أَزْوََٰ وَدَّةً وَرَحَْْةً  ٓ  آٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ نَكُم مَّ هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ  ٓ  إِلَي ْ
لِكَ لَءَايََٰتٍ لِّقَوْمٍ يَ تَ فَ  رُونَ إِنَّ فِِ ذََٰ  كَّ

 

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir”.
3
 

 

Perkawinan digambarkan sebagai sebuah hubungan dan keterikatan 

dalam bentuk lahir maupun batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan 

dalam sebuah hubungan suami istri agar membentuk suatu keluarga bahagia 

dan kekal dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut 

                                                             
 

2
 Ilham Laman, Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo, (Tesis: 

Universitas Negeri Makassar, 2017), 1. 
3
 Assabil, Alqur’an dan Terjemahannya, (Yogyakarta: Assabil Press, 2006), 339. 



 
 

 
 

2 

disebutkan dan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan.
4
 Oleh karena itu, untuk mencapai suatu 

kebahagiaan dalam perkawinan tentunya ada beberapa cara tersendiri. Akan 

tetapi, kebahagiaan tersebut dapat tercapai apabila pasangan yang 

melangsungkan perkawinan telah berlandaskan pada peraturan perundang-

undangan terkait perkawinan.
5
  

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai pembaharuan dari 

peraturan perundang-undangan sebelumnya tentang perkawinan menjadikan 

paradigma perkawinan yang terjadi berubah secara signifikan. Hal ini 

menjadikan substansi berupa norma hukum baru tentang perkawinan yang 

terbentuk membawa harapan terhadap perubahan kepada kultur dan budaya 

perkawinan di bawah umur yang masih mengakar di Indonesia. Dengan tujuan 

perkawinan yang sudah dikonsepsikan pada norma hukum yang telah ada, 

maka usaha untuk mewujudkan tujuan perkawinan adalah menjadi keharusan.  

Perubahan akan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan 

yaitu UU No. 16/2019 terutama pada pasal 7 ayat 1 yang mengatur tentang 

batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan diharapkan dapat 

menjadi usaha pemerintah dalam mewujdukan terciptanya keluarga dari 

perkawinan secara sakinnah, mawaddah wa rahmah sebagai perwujudan yang 

nyata. Usaha mewujudkan tujuan dari adanya perkawinan seperti yang telah 

diungkapkan oleh UU Perkawinan sebagaimana dijelaskan pada pasal 1, 

                                                             
 

4
 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

 
5
 Catur Yunianto, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan, (Bandung: 

Penerbit Nusa Media, Juni 2018), 15. 



 
 

 
 

3 

menjadi semangat yang tidak redup dikarenakan adanya perubahan UU 

Perkawinan yaitu UU No. 16/2019 yang merubah substansi dari pasal 7 ayat 1 

tentang batas usia perkawinan seseorang yang ingin menikah dengan 

menaikkannya menjadi 19 tahun bagi laki-laki atau perempuan sehingga 

kedua pihak dapat melakukan persiapan yang sangat matang.
6
 Selain itu, 

pembaharuan ini akan memberikan sebuah peringatan kepada seseorang yang 

ingin melakukan perkawinan agar tidak melangsungkan perkawinannya dalam 

usia yang tidak memenuhi ketentuan peraturan yang ada. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini sebagai bentuk 

penerapan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 yang 

diputuskan untuk mengubah ketentuan terkait batas usia perkawinan yang 

diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. Pada awalnya ditetapkan bahwa usia paling rendah untuk 

menikah adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Namun, saat 

ini peraturan telah berubah dimana usia paling rendah ialah 19 tahun untuk 

wanita maupun pria.
7
  

Perubahan persamaan minimal usia menikah bagi wanita dan pria yang 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, 

dalam hal pembatasan usia para pengantin atau orang yang melaksanakan 

perkawinan, orang tersebut dianggap matang baik fisik ataupun psikisnya 

dalam melangsungkan suatu perkawinan untuk tercapainya perkawinan tanpa 

                                                             
 

6
 Anifah Yustisirah, “Analisis Dampak Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan 

tentang Perkawinan”, Jurnal Hukum Islam Vol. 12 No. 5 (2020), 31. 

 
7
 Trisadini Prasastinah Usanti, Xavier Nugraha dan Dita Elvia Kusuma Putri, “Analisis 

Perubahan Politik Hukum Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, 

Notaire, vol.4 no.3 (Oktober 2021), 469. 
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berakhir dengan perceraian juga agar memperoleh keturunan dengan kondisi 

sehat dan berkualitas. Dengan meningkatkan usia perkawinan diharapkan 

mampu mengurangi angka kelahiran dan untuk mengurangi risiko kematian 

pada ibu ataupun anak. Pada sisi lain, hal tersebut  bisa mewujudkan hak anak, 

memaksimalkan tumbuh kembang anak yang mana termasuk dalam jangkauan 

orang tua serta memberikan peluang bagi sang anak untuk mendapatkan 

pendidikan yang terbaik.
8
 

Fenomena perkawinan yang dilakukan anak di bawah umur masih 

sering kita jumpai seperti di Kecamatan Genteng yang akan peneliti teliti. Di 

Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, angka perkawinan di bawah 

umur yang dilakukan dengan pengajuan dispensasi kawin berdasarkan data 

KUA Kecamatan Genteng tahun 2020 terdiri dari 43 orang dengan rincian 10 

laki-laki dan 33 perempuan.
9
 Sementara perkawinan dini yang dilangsungkan 

tidak menggunakan pengajuan dispensasi nikah diungkapkan oleh kepala 

KUA Kecamatan Genteng cukup banyak, karena diketahui bahwa kepala 

KUA Kecamatan Genteng beberapa kali mengurus pengajuan isbat nikah 

dikarenakan seseorang tidak melangsungkan perkawinannya di KUA 

Kecamatan Genteng dikarenakan menikah secara sirri pada saat usia yang 

belum memenuhi ketentuan UU Perkawinan. Penyebab adanya perkawinan di 

bawah umur yang dilakukan oleh beberapa pasangan di KUA Kecamatan 

Genteng dikarenakan beberapa faktor yaitu ekonomi, perjodohan dan hamil di 

luar nikah. Ketiga hal ini menjadi faktor yang sangat umum bagi seseorang 

                                                             
 

8
 Setneg RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1. 

 
9
 KUA Kecamatan Genteng, “Dokumen Perkawinan Melalui Dispensasi Kawin”, 03 

September 2022. 
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ketika melangsungkan perkawinan dini. Dengan angka perkawinan dini yang 

terjadi di KUA Kecamatan Genteng, menjadikan kasus perkawinan dini harus 

diperhatikan sebagai permasalahan yang serius, mengingat dampak dari 

perkawinan dini sangat banyak mengandung kemudhorotan daripada 

manfaatnya. Dampak dari perkawinan di bawah umur yaitu seperti suami istri 

yang melakukan perkawinan di bawah umur rawan terjadi perceraian, bisa 

menyebabkan kematian bagi ibu dan anak apabila seluruh organ 

reproduksinya belum siap untuk melahirkan, bisa meningkatkan jumlah 

kemiskinan yang disebabkan karena belum siap secara ekonomi dan belum 

mendapatkan pekerjaan yang layak.
10

 

Fenomena perkawinan dini yang masih terjadi di Kecamatan Genteng 

memberikan gambaran bahwa tidak ada signifikansi dari adanya perubahan 

Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini dapat dilatarbelakangi oleh 

beberapa faktor salah satunya adalah karena masih belum 

terimplementasikannya pembaharuan dari UU Perkawinan yang telah dibuat. 

Karena jika UU No. 16 tahun 2019 di implementasikan secara konsekuen dan 

maksimal sesuai tujuan diperbaharuinya UU Perkawinan, maka fenomena 

perkawinan akan dapat diminimalisir angkanya. Dan dalam penelitian ini, 

peneliti memilih lokasi penelitian di KUA Kecamatan Genteng karena 

berdasarkan data perkawinan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Genteng 

pada tahun 2020 terdapat 43 orang yang mengajukan perkawinan dini, 

semetara jika diperbandingkan dengan KUA lain yang ada di Banyuwangi 

                                                             
 

10
 Haris Hidayatullah dan Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam 

Hukum Islam”.  Jurnal Hukum Keluarga vol.5 no.1 (April 2020), 36-37. 
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jumlah ini cukup tinggi karena masih berada dalam sepuluh besar peringkat 

Kecamatan yang memiliki angka perkawinan dini yaitu peringkat ke 9 di 

bawah Kecamatan Rogojampi yang memiliki jumlah perkawinan dini di angka 

44 perkara.
11

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk 

melaksanakan penelitian yang lebih mendalam dan mengupas tuntas mengenai 

pembaharuan UU Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 

Jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembaharuan 

pada norma hukum yang berkaitan dengan batas umur perkawinan yang 

awalnya seseorang dapat menikah ketika berumur 16 tahun bagi perempuan 

dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun bagi keduanya. Perubahan ini 

mengindikasikan adanya kepentingan hukum yang harus ditegakkan dalam 

pembaharuaannya berupa mewujudukan tujuan perkawinan yang tertera dalam 

pasal 1 UU Perkawinan, serta pembaharuan ini tentu memiliki dampak yang 

sangat signifikan dikarenakan perubahan batas umur bagi seseorang yang 

ingin melangsungkan perkawinan, terutama dalam perkawinan dini dengan 

jalan pengajuan dispensasi kawin yang menjadi isu utama karena dirasa 

sebagai jalan alternatif yang seolah-olah kontras dengan norma hukum yang 

ada. Dan KUA Kecamatan Genteng sebagai institusi yang menangani 

perkawinan menjadi salah satu KUA yang memiliki data perkawinan dini 

melalui dispensasi kawin sejumlah 43 orang. Dan hal ini akan disusun dalam 

suatu naskah skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 

                                                             
11

 Syaifudin Mahmud, “Angka Pernikahan Dini Banyuwangi Peringkat Empat Se-Jatim”, 

diakses 08 Juni 2023, https://radarbanyuwangi.jawapos.com/liputan-khusus/22/01/2021/angka-

pernikahan-dini-banyuwangi-peringkat-empat-se-jatim/  

https://radarbanyuwangi.jawapos.com/liputan-khusus/22/01/2021/angka-pernikahan-dini-banyuwangi-peringkat-empat-se-jatim/
https://radarbanyuwangi.jawapos.com/liputan-khusus/22/01/2021/angka-pernikahan-dini-banyuwangi-peringkat-empat-se-jatim/
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Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus KUA Kecamatan 

Genteng)”. 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang 

Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Genteng ? 

2. Apa tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 

tentang Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Genteng ? 

3. Bagaimana dampak pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan terhadap dispensasi kawin di KUA Kecamatan 

Genteng ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 

tentang Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Genteng. 

2. Untuk mengetahui tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Genteng. 

3. Untuk mengetahui dampak pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan terhadap dispensasi kawin di KUA Kecamatan 

Genteng. 

D. Manfaat Penelitian 

Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi para pihak 

terkait dan seluruh elemen warga negara yang mencakup manfaat dalam 

bentuk teoritis dan manfaat dalam bentuk praktis. 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam lebih khusus pada 

bidang terkait dispensasi nikah untuk anak di bawah umur. Dalam sisi lain 

semoga mampu dijadikan sebagai satu dari begitu banyaknya bahan acuan 

atau rujukan untuk para kalangan akademis ataupun praktisi.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, disamping sebagai syarat penyelesaian pendidikan 

tinggi bagi penulis, penelitian ini juga dapat diambil manfaat sebagai 

rujukan oleh praktisi Hukum Islam untuk memberikan keputusan yang 

bersifat hukum kepada masyarakat. 

E. Definisi Istilah 

1. Implementasi 

KBBI mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan atau 

penerapan.
12

 Dalam bahasa inggris, implementasi didasarkan pada kata to 

implement yang memiliki arti secara luas melaksanakan sebuah aktivitas 

yang terstruktur dalam kegiatan serius dengan terdapat pedoman yang 

mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut.
13

 

2. Perkawinan 

Perkawinan dapat dipahami sebagai suatu hubungan yang terjalin 

antara lelaki dan wanita. Hubungan ini terjalin secara lahir dan batin yang 

mana telah mendapat pengakuan sah oleh masyarakat dan dilakukan 

                                                             
12

 Pusat Bahasa Indonesia, KBBI Edisi V, (Tanggerang : Bahasa Press), 789. 
13

 Nuri Ilhami, Kamus Istilah Serapan, (Semarang : Media Bahasa Press, 2014), 870. 
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berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berjalan di Indonesia. 

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar terbentuknya suatu rumah 

tangga yang kekal dan bahagia. 

3. Dispensasi Nikah 

Dispensasi nikah yaitu sebuah pengecualian yang diberikan kepada 

seseorang yang memiliki keinginan untuk melangsungkan suatu 

perkawinan namun terhalang umur. Hal ini dilakukan berdasarkan 

Undang-Undang melalui Pengadilan Agama.
14

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Setiap babnya 

menguraikan satu bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan 

layaknya suatu penelitian. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam 

penulisan skripsi secara keseluruhannya dalam urutan yang sesuai dengan 

pembahasan, kemudian pembahasan secara sistematis dilakukan sesuai dengan 

petunjuk yang telah ditetapkan. Sistematika dalam penelitian ini yaitu:  

BAB I: Pendahuluan yang didalamnya berisi sub bab penting, yang 

pertama latar belakang sebagai acuan dan alasan penting dari penelitian, kedua 

fokus penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pokok permasalahan, 

ketiga tujuan penelitian sebagai pengembangan suatu pengetahuan yang sudah 

ada, dan keempat manfaat penelitian yang berisi tentang kontribusi apa yang 

akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.  

                                                             
14

 Ulin Nikmatul Badriyah, Permohonan Dispensasi Nikah Tanpa Orang Tua atau Wali, 

Jurnal Mahakim, vol.1 no.2 (2017), 32. 
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BAB II: Pada bab ini memuat isi pembahasan mengenai, tinjauan 

pustaka yang didalamnya meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Yang 

mana penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan 

dan perumusan penelitian.  

BAB III: Menguraikan secara jelas mengenai metode penelitian yang 

meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, 

teknik analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.  

BAB IV: Membahas tentang hasil penelitian yang di dalamnya berisi 

uraian masalah secara rinci terkait dengan apa yang dibahas dalam penelitian 

ini.  

BAB V: Penutup, pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari 

beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang 

berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian ini agar menyempurnakan 

penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Agar penelitian ini tidak dianggap melakukan plagiasi atas karya 

sebelumnya, maka penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan skripsi ini sebagai suatu bahan perbandingan dan pelengkap 

atas penelitian terdahulu, diantaranya:  

1. Muhammad Hamdan Saifullah, dengan judul skripsi “Implementasi 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 di KUA Kecamatan Gunung Jati Tahun 

2021”.
15

 

Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi UU No. 16 tahun 

2019 sebagai salah satu faktor yang dapat menurunkan angka perkawinan 

dini di KUA Gunung Jati setelah dua tahun diundangkan dengan melihat 

dari berbagai faktor pendukung dan penghambatnya dalam proses 

implementasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif empiris. Adapun hasil 

dari penelitian ini yaitu implementasi UU No. 16 tahun 2019 telah 

terimplementasikan dengan baik berdasarkan hasil yang ditunjukkan 

melalui menurunnya angka perkawinan yang terjadi di KUA Gunung Jati 

dalam kurun waktu dua tahun setelah peraturan ini disahkan.  

                                                             
15

 Muhammad Hamdan Saifullah “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di KUA Kecamatan Gunung Jati 

Tahun 2021”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022). 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti terletak 

pada topik utama yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2019 dan lokasi penelitian yang menyasar pada lembaga KUA. 

Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas tentang 

implementasi UU No. 16 tahun 2019 yang berfokus pada keberhasilan 

diterapkannya peraturan ini melalui beberapa faktor yang dilaksanakan di 

KUA Kecamatan Gunung Jati sedangkan peneliti membahas dan mengkaji 

tentang implementasi UU No. 16/2019 secara luas dengan meninjau 

beberapa faktor yang terdapat di KUA Kecamatan Genteng sehingga dapat 

ditemukan gambaran apakah peraturan ini telah di implementasikan secara 

maksimal. 

2. Muhamad Husnan dengan tesis yang berjudul “Implementasi Undang-

Undang No 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Praktik Perkawinan Di 

Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai”.
16

 

Tesis ini memiliki pembahasan yaitu implementasi UU No. 16 

tahun 2019 dan berdasarkan peraturan ini menjadikan perkawinan di 

bawah umur mengalami kenaikan karena UU ini. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

sosiologis-yuridis. Kesimpulan penelitian ini yaitu implementasi dari 

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 masih belum di implementasikan 

secara maksimal di KUA Kecamatan Geragai karena beberapa faktor, 

sehingga adanya ketentuan tidak menimbulkan efek penurunan angka 

                                                             
16

 Muhamad Husnan, “Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Dalam 

Mencegah Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai”, 

(Tesis: UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2022).  
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perkawinan dini, namun efek sebaliknya yaitu membuat angka perkawinan 

dini menjadi naik. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti terletak 

pada topik utama yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2019 dan lokasi penelitian yang menyasar pada lembaga KUA. 

Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas tentang 

implementasi UU No. 16 tahun 2019 yang berfokus pada faktor di 

undangkannya peraturan ini menimbulkan naiknya angka perkawinan dini 

yang terjadi di KUA Kecamatan Geragai sedangkan peneliti membahas 

dan mengkaji tentang implementasi UU No. 16/2019 secara luas dengan 

meninjau beberapa faktor yang terdapat di KUA Kecamatan Genteng 

sehingga dapat ditemukan gambaran apakah peraturan ini telah di 

implementasikan secara maksimal. 

3. Noer Azizah dengan tesis yang berjudul “Implementasi Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori 

Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan 

Agama Sumenep)”.
17

 

Penelitian ini berfokus pada fenomena perkawinan dini yang 

menjadi kultur di masyarakat Madura, sehingga dengan adanya peraturan 

terbaru yaitu UU No. 16 tahun 2019 hal ini akan membuat benturan yang 

akan sangat berdampak pada proses implementasi dari peraturan ini. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

                                                             
17

 Noer Azizah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas 

Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan 

Agama Sumenep)”, (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). 
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yang bersifat empiris. Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi 

terkait UU No 16 Tahun 2019 di KUA dan PA masih belum dianggap 

efektif karena kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya 

kesadaran, minimnya fasilitas dan sarana pendukung serta kurangnya 

kesadaran masyarakat terhadap regulasi batas usia nikah. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti terletak 

pada topik utama yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2019 dan lokasi penelitian yang menyasar pada lembaga KUA. 

Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas tentang 

implementasi UU No. 16 tahun 2019 yang berfokus pada fenomena 

perkawinan dini di masyarakat Madura dengan menilai menggunakan 

kacamata efektivitas penerapan peraturan ini sedangkan peneliti 

membahas dan mengkaji tentang implementasi UU No. 16/2019 secara 

luas dengan meninjau beberapa faktor yang terdapat di KUA Kecamatan 

Genteng sehingga dapat ditemukan gambaran apakah peraturan ini telah di 

implementasikan secara maksimal. 

4. Muhammad Abidin, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak Di Bawah Umur 

Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kelas 

IB)”.
18

 

                                                             
18

 Muhammad Abidin, “Pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan 

Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kelas 

IB)”, (Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan, 2021). 
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Pokok masalah yang dibahas ialah pelaksanaan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam 

menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten 

Langkat, dan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami 

perubahan Undang-Undang batas usia yang telah direvisi oleh Pemerintah 

serta untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam 

memutus dan menetapkan perkara dispensasi. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kualitatif dan metode penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan yuridis, sumber data penelitian ini adalah 

sumber data primer dan sekunder (resensi buku, literatur, dan hukum yang 

berkaitan dengan masalah skripsi penulis, studi kepustakaan). Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Kabupaten Langkat 

terkait batas usia menikah setelah terbitnya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan masih dapat 

dikatakan buta akan Undang-Undang tentang batas usia menikah. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti terletak 

pada topik utama yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2019. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas 

tentang implementasi UU No. 16 tahun 2019 yang berfokus terhadap 

penanganan problematika perkawinan dini yang terjadi di Pengadilan 

Agama sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang implementasi 

UU No. 16/2019 secara luas dengan meninjau beberapa faktor yang 



 
 

 
 

16 

terdapat di KUA Kecamatan Genteng sehingga dapat ditemukan gambaran 

apakah peraturan ini telah di implementasikan secara maksimal.  

5. Anisa Jihan Tumiwa Dkk, dengan jurnal yang bejudul “Implementasi 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penekanan Angka 

Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado”.
19

 

Penelitian ini membahas tentang proses implementasinya di ranah 

masyarakat Sulawesi Utara Khususnya Kota Manado sering terjadi ketidak 

sesuaian antara das sein dan das sollen. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif dan metode penelitian yang digunakan 

adalah pendekatan yuridis, sumber data penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sekunder (resensi buku, literatur, dan hukum yang berkaitan 

dengan masalah skripsi penulis, studi kepustakaan). Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah proses implementasi perubahan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kota Manado melalui 

program-program kerja yang di canangkan oleh Kemenag, KUA dan 

Pengadilan Agama serta BKKBN sebagai agen pendukung, namun 

program-program yang dilaksnakan belum lah maksimal dikarenakan 

beberapa kendala tertentu salah satunya adalah anggaran. Dalam proses 

implementasi Undang-Undang ini pun ditemukan bahwa Undang-Undang 

perkawinan yang baru berhasil menurunkan angka pernikahan di bawah 

umur yang ada di Kota Manado secara administratif dan belum bisa 

maksimal menurunkan angka pernikahan di bawah umur secara 

                                                             
19

 Anisa Jihan Tumiwa Dkk, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

terhadap Penekanan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado”, SPECTRUM: Journal 

of Gender and Children Studies Vol. 2, No. 1 (2022). 
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menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini 

menjelaskan proses implementasi perubahan Undang-Undang nomor 16 

tahun 2019 tentang perkawinan di Kota Manado melalui program-program 

kerja yang di canangkan oleh Kemenag, KUA dan Pengadilan Agama 

serta BKKBN sebagai agen pendukung, namun program-program yang 

dilaksnakan belum lah maksimal dikarenakan beberapa kendala tertentu 

salah satunya adalah anggaran. Dalam proses implementasi undang-

undang ini pun ditemukan bahwa Undang-Undang perkawinan yang baru 

berhasil menurunkan angka pernikahan di bawah umur yang ada di Kota 

Manado secara administratif dan belum bisa maksimal menurunkan angka 

pernikahan di bawah umur secara menyeluruh. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti terletak 

pada topik utama yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2019. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas 

tentang implementasi UU No. 16 tahun 2019 yang berfokus 

ketidaksesuaian antara das sein dan das sollen di Kota Manado melalui 

berbagai lembaga yang berhubungan dengan proses implementasi UU No. 

16 tahun 2019 sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang 

implementasi UU No. 16/2019 secara luas dengan meninjau beberapa 

faktor yang terdapat di KUA Kecamatan Genteng sehingga dapat 

ditemukan gambaran apakah peraturan ini telah diimplementasikan secara 

maksimal. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Muhammad Hamdan Saifullah, 

dengan judul skripsi 

“Implementasi Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2019 

tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 di KUA Kecamatan 

Gunung Jati Tahun 2021”. 

 

Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian milik 

peneliti terletak pada topik 

utama yaitu tentang 

implementasi Undang-

Undang Nomor 16 tahun 

2019 dan lokasi penelitian 

yang menyasar pada lembaga 

KUA. 

perbedaannya yaitu pada 

penelitian ini membahas 

tentang implementasi UU 

No. 16 tahun 2019 yang 

berfokus pada 

keberhasilan 

diterapkannya peraturan 

ini melalui beberapa 

faktor yang dilaksanakan 

di KUA Kecamatan 

Gunung Jati sedangkan 

peneliti membahas dan 

mengkaji tentang 

implementasi UU No. 

16/2019 secara luas 

dengan meninjau 

beberapa faktor yang 

terdapat di KUA 

Kecamatan Genteng 

sehingga dapat 

ditemukan gambaran 

apakah peraturan ini 

telah diimplementasikan 

secara maksimal. 

2 Muhamad Husnan dengan tesis 

yang berjudul “Implementasi 

Undang-Undang No 16 Tahun 

2019 Dalam Mencegah Praktik 

Perkawinan Di Bawah Umur 

Pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Geragai”. 

Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian milik 

peneliti terletak pada topik 

utama yaitu tentang 

implementasi Undang-

Undang Nomor 16 tahun 

2019 dan lokasi penelitian 

yang menyasar pada lembaga 

KUA. 

perbedaannya yaitu 

penelitian inimembahas 

tentang implementasi UU 

No. 16 tahun 2019 yang 

berfokus pada faktor 

diundangkannya 

peraturan ini 

menimbulkan naiknya 

angka perkawinan dini 

yang terjadi di KUA 

Kecamatan Geragai 

sedangkan peneliti 

membahas dan mengkaji 

tentang implementasi UU 

No. 16/2019 secara luas 

dengan meninjau 

beberapa faktor yang 

terdapat di KUA 



 
 

 
 

19 

Kecamatan Genteng 

sehingga dapat 

ditemukan gambaran 

apakah peraturan ini 

telah diimplementasikan 

secara maksimal. 

3 Noer Azizah dengan tesis yang 

berjudul “Implementasi 

Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 Tentang Batas 

Usia Nikah Perspektif Teori 

Efektivitas Hukum (Studi Di 

Kantor Urusan Agama Dan 

Pengadilan Agama Sumenep)”. 

Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian milik 

peneliti terletak pada topik 

utama yaitu tentang 

implementasi Undang-

Undang Nomor 16 tahun 

2019 dan lokasi penelitian 

yang menyasar pada lembaga 

KUA. 

Perbedaannya yakni 

terletak pada 

pembahasan yaitu 

membahas tentang 

implementasi UU No. 16 

tahun 2019 yang 

berfokus pada fenomena 

perkawinan dini di 

masyarakat Madura 

dengan menilai 

menggunakan kacamata 

efektivitas penerapan 

peraturan ini sedangkan 

peneliti membahas dan 

mengkaji tentang 

implementasi UU No. 

16/2019 secara luas 

dengan meninjau 

beberapa faktor yang 

terdapat di KUA 

Kecamatan Genteng 

sehingga dapat 

ditemukan gambaran 

apakah peraturan ini 

telah diimplementasikan 

secara maksimal. 

4 Muhammad Abidin, skripsi 

yang berjudul “Pelaksanaan 

Undang Undang Nomor 16 

Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Dalam Menurunkan Angka 

Pernikahan Anak Di Bawah 

Umur Di Kabupaten Langkat 

(Studi Kasus Di Pengadilan 

Agama Stabat Kelas IB)”. 

Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian milik 

peneliti terletak pada topik 

utama yaitu tentang 

implementasi Undang-

Undang Nomor 16 tahun 

2019. 

Perbedaan penelitian ini 

dan terdahulu adalah 

pada pembahsan 

terdahulu yaitu 

membahas tentang 

implementasi UU No. 16 

tahun 2019 yang 

berfokus terhadap 

penanganan problematika 

perkawinan dini yang 

terjadi di Pengadilan 

Agama sedangkan 

peneliti membahas dan 

mengkaji tentang 
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implementasi UU No. 

16/2019 secara luas 

dengan meninjau 

beberapa faktor yang 

terdapat di KUA 

Kecamatan Genteng 

sehingga dapat 

ditemukan gambaran 

apakah peraturan ini 

telah diimplementasikan 

secara maksimal.  

5 Anisa Jihan Tumiwa Dkk, 

dengan jurnal yang bejudul 

“Implementasi Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 

terhadap Penekanan Angka 

Pernikahan di Bawah Umur di 

Kota Manado”. 

Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian milik 

peneliti terletak pada topik 

utama yaitu tentang 

implementasi Undang-

Undang Nomor 16 tahun 

2019. 

perbedaan penelitian ini 

yaitu pada pembahasan 

yaitu penelitian terdahulu 

membahas tentang 

implementasi UU No. 16 

tahun 2019 yang 

berfokus ketidaksesuaian 

antara das sein dan das 

sollen di Kota Manado 

melalui berbagai 

lembaga yang 

berhubungan dengan 

proses implementasi UU 

No. 16 tahun 2019 

sedangkan peneliti 

membahas dan mengkaji 

tentang implementasi UU 

No. 16/2019 secara luas 

dengan meninjau 

beberapa faktor yang 

terdapat di KUA 

Kecamatan Genteng 

sehingga dapat 

ditemukan gambaran 

apakah peraturan ini 

telah diimplementasikan 

secara maksimal. 
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B. Kajian Teori 

1. Tinjauan Perkawinan 

a. Pengertian Perkawinan 

Nikah adalah menghimpun, sebagaimana dijelaskan di atas 

bahwa nikah merupakan akad yang dapat menghalalkan seseorang 

yakni suami dan isteri untuk berhubungan fisik.
20

 Perkawinan 

disunahkan Rasulullah untuk menjaga manusia dari segala hal-hal 

buruk, sebab apapun yang telah Allah ciptakan pastinya akan memiliki 

pasangan dan hidup berpasang-pasangan. Hal ini sebagaimana firman 

Allah yang termaktub dalam surah Al-Dzariyat ayat 49: 

رُونَ  ذَكَّ تَ مْ  لَّكُ عَ لَ يِْْ  زَوْجَ ا  نَ قْ لَ خَ ءٍ  يْ شَ لِّ  نْ كُ مِ  وَ
 

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”
21 

 

Secara sosiologis nikah merupakan tindakan untuk saling 

melengkapi psikologi dan saling melengkapi hak dan kewajiban dalam 

pasangan. Karena itu perkawinan adalah suatu proses penggabungan 

dua manusia dengan background atau latar belakang baik sosial 

budaya, kebutuhan ataupun keinginan yang berbeda. Oleh sebab itulah 

proses yang terjadi di dalam perkawinan tersebut harus dirundingkan 

dan disepakati antar kedua belah pihak. 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, makna dari 
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perkawinan ialah sebuah hubungan dan keterikatan dalam bentuk lahir 

maupun batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan dalam 

sebuah hubungan suami istri agar membentuk suatu keluarga bahagia 

dan kekal dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
22

  

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 

dijelaskan bahwa perkawinan bila berdasarkan hukum Islam dipahami 

sebagai sebuah pernikahan. Pernikahan sendiri digambarkan sebagai 

akad yang begitu kuat dan mitssaqan ghalizdan untuk menjalankan 

perintah-perintah dari Allah SWT dan ketika melaksanakannya 

termasuk sebagai menjalankan ibadah.”
23

 

b. Tujuan Perkawinan 

Tujuan adanya perkawinan yakni sebagai upaya mewujudkan 

keluarga harmonis, sejahtera serta bahagia.
24

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui perkawinan 

berdasarkan pemikiran Imam Ghazali, yaitu: 

1) Mendapat dan melestarikan keturunan. 

2) Sebagai upaya agar syahwat dan kasih sayang yang dimiliki dapat 

tersalurkan dengan benar dan sesuai dengan agama 

3) Sebagai cara akan mampu terbentuk suatu keluarga harmonis dan 

bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang.
25
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Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang 

Perkawinan juga telah disebutkan apa sebenarnya tujuan dari 

perkawinan. Perkawinan dilakukan dengan harap dan tujuan agar 

mampu terbentuk suatu keluarga kekal dan bahagia. Demi terwujudnya 

kesejahteraan baik spiritual maupun material juga agar berkembangnya 

kepribadian maka suami maupun istri berkewajiban untuk saling 

melengkapi satu sama lain.
26

 

c. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Rukun sebagai suatu hal yang bersifat wajib untuk dipenuhi 

supaya pernikahan mampu dikatakan sah. Sedangkan syarat berkaitan 

dengan rukun pernikahan agar pernikahan yang dilakukan sesuai 

dengan tuntutan syariah Islam. Sebagaimana akad pada umumnya, 

bahwa akad memiliki rukun yang sangat sentral yakni ijab qabul. 

Secara umum bahwa rukun pernikahan meliputi adanya pengantin laki-

laki dan perempuan, kehadiran dari wali, terpenuhinya kehadiran dua 

orang saksi, dilaksanakannya ijab dan qabul.  

Adapun syarat pernikahan yakni kedua belah pihak harus jelas 

orangnya dan ridlo serta berakal. Syarat wali, terdapat dua jenis wali 

yakni wali nasab dan yang lainnya ialah wali hakim. Adapun syarat 

saksi antara lain: mampu bertindak hukum, minimal ialah dua orang 

laki-laki, berstatus sebagai seorang muslim, bisa melihat dan 

mendengar, mampu berbuat adil, memiliki pemahaman dan mengerti 
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secara pasti akan maksud akad, dan dalam keadaan merdeka. 

Kemudian ialah syarat ijab qabul, yakni lafadz yang diucapkan harus 

memiliki sifat pasti, tidak terkandung makna yang ambigu dan 

meragukan, lafadz akad memiliki sifat tuntas bersamaan dengan 

tuntasnya sebuah akad, maksudnya akad yang telah dilaksanakan tidak 

digantungkan pada syarat tertentu.
27

 

Adapun syarat dari perkawinan yaitu adanya batasan usia agar 

dapat melangsungkan perkawinan. Batas usia perkawinan adalah suatu 

aturan terkait batasan umur yang mengatur agar diperbolehkan 

melangsungkan sebuah perkawinan. Batasan usia bagi seorang laki-

laki maupun perempuan yang akan mengajukan perkara terkait 

penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yaitu 

minimal berusia 13-16 tahun. Berdasarkan hal tersebut pengaturan 

terkait usia calon pasangan terlihat sangat berbeda dibanding batas usia 

menikah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan 

maupun berbagai hukum positif lainnya. Berikut ialah berbagai batas 

usia menikah berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan 

yang diterapkan di Indonesia, antara lain: 

1) Batasan usia menikah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan 

hanya di izinkan apabila pihak pria telah memasuki usia 19 tahun 

dan apabila pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Selanjutnya 
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ketentuan ini diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 yang menyatakan bahwa calon yang ingin menikah harus 

berusia 19 tahun. 

2) Dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1), bahwa 

sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan.  

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dijelaskan 

dalam Bab V Pasal 29 tentang Perkawinan, yaitu tidak 

diperbolehkan untuk dilangsungkan pernikahan apabila pihak 

lelaki belum memasuki usia 18 tahun dan sang wanita masih belum 

mencapai usia 15 tahun. Hal tersebut dapat dikecualikan apabila 

terdapat hal-hal penting dan pemerintah boleh memberikan 

dispensasi serta menghapus larangan untuk menikah di bawah 

umur.
28

 

2. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin 

a. Pengertian Dispensasi Kawin 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi kawin 

merupakan sebuah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau 

larangan. Jadi, pengertian dari dispensasi merupakan kelonggaran 

terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk 

dilaksanakan. Dispensasi kawin hanya dapat diberikan Pengadilan 
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Agama kepada calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan 

disaat usianya belum mencukupi.
29

 

Dispensasi kawin merupakan pemberian hak kepada seseorang 

untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal yang 

ditentukan oleh Undang-Undang. Kewenangan memberikan dispensasi 

nikah yakni Pengadilan Agama melalui penetapannya berdasarkan 

bukti yang cukup. 

Adanya batasan minimal usia perkawinan bermaksud agar 

perkawinan yang akan dilakukan benar-benar dijalankan oleh kedua 

calon mempelai yang kodisi jiwa raganya telah matang dan dapat 

mewujudkan tujuan daripada perkawinan.
30

 Selain itu, keuntungan 

lainnya adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir 

dengan perceraian dapat dihindari, hal ini dikarenakan pasangan 

tersebut telah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang 

terhadap tujuan dari perkawinan yang menitik beratkan kepada aspek 

kebahagiaan lahir dan batin.  

Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, disebutkan bahwa dispensasi 

kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon 

suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan. Sesuai dengan 
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ketentuan maka pasangan calon pengantin ini boleh menikah jika 

mereka telah mencapai usia 19 tahun keatas.  

Namun, apabila situasi mengharuskan, penyimpangan hanya 

dapat dilakukan oleh salah satu atau kedua orang tua calon pengantin 

yang mengajukan permohonan dispensasi. Bagi pasangan muslim, 

permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Dan bagi pemeluk agama 

lain, permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri.
31

 

b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin 

Adapun dijelaskan dasar hukum tentang dispensasi kawin yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu 

sebagaimana ditetapkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). 

Yang terjadi bahwa usia perempuan ditetapkan lebih muda 

dibandingkan laki-laki Sehingga perempuan bisa melangsungkan 

perkawinan meskipun masih di jenjang pendidikan. Hal ini justru 

memiliki dampak negatif bagi perkembangan pngetahuan anak. 

Pernikahan usia dini justru memutus masa belajar anak dan dapat 

memicu kurangnya kedewasaan dalam rumah tangga. Sehingga tidak 

menutup kemungkinan bahwa pernikahan usia dini memicu adanya 

konflik KDRT.
32
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Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, usia 

perkawinan itu ada batasnya dan sudah diatur dalam Undang-Undang 

Tentang Perkawinan, jadi apabila ingin melangsungkan perkawinan 

dengan usia yang masih relatif muda, namun sudah diperbolehkan 

dengan catatan harus ada izin dari orang tua. 

c. Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin 

Terjadinya suatu perkawinan di bawah umur ini bisa terjadi 

karena dorongan kemauan para pihak yang hendak melakukan 

perkawinan di bawah umur atau karena adanya paksaan. Sebuah 

perkawinan di bawah umur di lakukan karena usia salah satu atau 

kedua calon mempelai kurang memenuhi batas minimum 

melangsungkan perkawinan. Sehingga, dianggap belum matang secara 

psikisnya juga fisiknya. Kemungkinan kesiapan materi juga termasuk 

unsur penting yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur. 

Beberapa sebab yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di 

bawah umur: 

1) Pergaulan bebas yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya 

perkawinan dini didasari oleh arus kehidupan yang mulai memudarkan 

nilai-nilai kesusilaan yang dipegang teguh oleh masayarkat bagian 

timur. Hal ini kemudian menjerumuskan beberapa remaja melakukan 

pergaulan bebas dan berimplikasi pada hal-hal yang tidak diinginkan 

seperti hamil di luar nikah. 
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2) Dorongan seksual yang tidak dapat dibendung oleh anak sehingga 

menyebabkan penyaluran dorongan seksual dengan tidak semestinya. 

3) Ekonomi rendah dalam hal ini memiliki ranah pada taraf ekonomi 

yang dimiliki oleh seorang anak, sehingga karena hal ini perkawinan 

dianggap sebagai solusi untuk keluar dari masalah ekonomi  

4) Adat-istiadat adalah kultur yang dianut oleh masyarakat dalam hal 

perkawinan yang mendasarkan perkawinan tidak pada ketentuan 

undang-undang, dalam hal ini seperti masyarakat adat memiliki 

parameter tersendiri dan parameter perkawinan tersebut memiliki 

kategorisasi yang terlepas dari batas usia perkawinan yang diatur oleh 

peraturan perundang-undangan.
33

 

Problematika perkawinan di bawah umur banyak berdasar pada 

keempat faktor di atas. Sehingga dalam UU Perkawina Indonesia yang 

memiliki konstruksi perkawinan dini berupa dispensasi kawin, tidak 

secara keseluruhan dispensasi kawin dapat diakomodasi. Terdapat 

beberapa alasan yang harus diajukan oleh pemohon untuk 

mendapatkan surat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Alasan 

permohonan dispensasi kawin secara yuridis tidak diberikan pedoman 

secara rigid. Akan tetapi dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 UU No. 16/2019 

dijelaskan bahwa alasan pengajuan dispensasi kawin harus dilatar 

belakangi oleh kepentingan yang mendesak. Dalam konstruksi putusan 

pengadilan secara umum, terdapat beberapa alasan yang 
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mengakibatkan hakim mengabulkan suatu perkara dispensasi kawin di 

bawah umur yaitu sebagai berikut:  

1) Calon mempelai wanita telah hamil;  

2) Kedua calon mempelai telah memiliki hubungan yang sangat erat; 

3) Telah matang secara fisiknya;  

4) Ekonomi.
34

  

Kepentingan masyarakat dalam mengajukan dispensasi kawin 

dapat dibilang sangat kompleks. Akan tetapi secara umum kepentingan 

masyarakat dalam mengajukan dispensasi kawin dilatarbelakangi oleh 

beberapa faktor yang mendesak seperti hamil di luar nikah sehingga 

untuk menjaga dari tersebarnya aib, maka dispensasi diajukan. 

Penyebab adanya perkawinan di bawah umur yang dilakukan 

oleh beberapa pasangan di KUA Kecamatan Genteng dikarenakan 

beberapa faktor yaitu keadaan ekonomi orang tua anak yang tidak 

dapat lagi memberikan nafkahnya untuk menghidupi anak sehingga 

memiliki anggapan bahwa perkawinan dapat menjadi solusi, karena 

dengan menikah, maka anak tidak lagi menjadi tanggungjawab orang 

tua. Kemudian, perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, sehingga 

menuntut anak untuk menikah terlebih dahulu dan hamil di luar nikah 

yang dialami oleh seorang anak karena terjebak pada pergaulan bebas. 

Ketiga hal ini menjadi faktor yang sangat umum bagi seseorang ketika 

melangsungkan perkawinan dini. Dengan angka perkawinan dini yang 
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terjadi di KUA Kecamatan Genteng, menjadikan kasus perkawinan 

dini harus diperhatikan sebagai permasalahan yang serius, mengingat 

dampak dari perkawinan dini sangat banyak mengandung 

kemudhorotan daripada manfaatnya. Dampak dari perkawinan di 

bawah umur yaitu seperti suami istri yang melakukan perkawinan di 

bawah umur rawan terjadi perceraian, bisa menyebabkan kematian 

bagi ibu dan anak apabila seluruh organ reproduksinya belum siap 

untuk melahirkan, bisa meningkatkan jumlah kemiskinan yang 

disebabkan karena belum siap secara ekonomi dan belum mendapatkan 

pekerjaan yang layak.
35

 Dan karena hal inilah, tidak sedikit orang di 

Kecamatan Genteng menempuh jalan dispensasi kawin agar dapat 

melangsungkan perkawinan. 

d. Proses Pengajuan Dispensasi Kawin 

Kewenangan menerima pengajuan dispensasi nikah di 

Indonesia yakni di Pengadilan. Bagi masyarakat yang memeluk agama 

Islam, maka pengajuan dispensasi nikah ini dilakukan pada Pengadilan 

Agama. Sedangkan bagi masyarakat non Islam bisa mengajukan pada 

Pengadilan Negeri setempat. 

Pengajuan tersebut berupa permohonan, sebab dalam 

dispensasi nikah bukanlah merupakan suatu delik atau tindak pidana. 

Adapun dalam surat permohonan dispensasi nikah tersebut juga 

menyertakan surat keterangan dari desa serta ketentuan lain yang perlu 
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dilengkapi. Dalam surat permohonan mencantumkan alasan-alasan 

dispensasi nikah beserta bukti-buktinya.
36

 

Adapun syarat-syarat administrasi dalam pengajuan dispensasi 

kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 adalah: 

1) Surat permohonan; 

2) Fotocopy KTP kedua orang tua/wali; 

3) Fotocopy kartu keluarga; 

4) Fotocopy KTP atau Kartu Indentitas Anak dan/atau akta kelahiran 

anak; 

5) Fotocopy KTP atau Kartu Indentitas Anak dan/atau akta kelahiran 

calon suami/istri, dan; 

6) Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan 

masih sekolah dari sekolah anak. 

Setelah melengkapi persyaratan pengajuan dispensasi nikah 

tersebut dianggap telah terpenuhi syarat administrasinya maka bisa 

dilangsugkan pada tahap berikutnya, yakni dengan mendaftarkan dan 

memberi nomor register dan membayar biaya panjar perkara. Dalam 

hal pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi 

kawin secara cuma-cuma (prodeo).
37
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Adapun prosedur pengajuan permohona tersebut, meliputi : 

1) Prameja 

Sebelum pemohon mengajukan permohonan, pemohon 

harus ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh arahan tentang 

bagaimana cara berperkara, membuat surat permohonan, dan 

prameja pemohon dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat 

permohonan. 

2) Meja I 

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani 

kemudian diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon 

menghadap ke meja pertama akan memperkirakan besarnya panjar 

biaya perkara dan mencatatnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar 

(SKUM), bagi yang tidak mampu dapat diajukan berperkara dengan 

cuma-cuma dengan syarat melampirkan surat keterangan dari 

kepala desa setempat yang telah dilegalisir oleh camat. 

3) Kasir 

Pemohon kemudian menghadap ke bagian kasir dengan 

menyerahkan permohonan dan Surat Kuasa Untuk Membayar 

(SKUM) kasir kemudian menerima uang itu, mencatatnya dalam 

jurnal perkara, menandatangani serta memberi nomor tanda lunas 

pada SKUM, mengembalikan surat permohonan dan SKUM 

kepada pemohon. 
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4) Meja II 

Pemohon kemudian menghadap di meja II dengan 

menyerahkan surat permohonan dan pembayaran ke SKUM 

kemudian meja II memberikan nomor yang diberikan oleh kasir 

bahwa telah terdaftar pada saat itu, maka diberi paraf menyerahkan 

salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai 

SKUM kepada pemohon.
38
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan langkah untuk memperoleh data bagi 

seorang yang ingin melakukan penelitian.
39

 Penelitian sangat diperlukan dalam 

menyusun suatu karya tulis agar mempermudah dalam pengolahan data dan untuk 

menghasilkan karya tulis yang berdasarkan referensi dan bersumber. Berikut 

merupakan langkah-langkah dalam penelitian, diantaranya:  

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang 

merupakan penelitian hukum yang berfokus pada bagaimana perilaku yang 

berkembang dalam masyarakat.
40

 Sedangkan untuk jenis penelitiannya peneliti 

menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini bertujuan 

untuk memahami keadaan suatu konteks yang menghasilkan gambaran dan 

pengetahuan yang menyeluruh dan mendalam terhadap keadaan dalam suatu 

konteks yang alami, tentang apa yang nyata dan benar-benar terjadi di 

lapangan.
41

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk mencari data 

atau sumber-sumber terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dalam 

penelitian ini lokasi yang dijadikan penelitian yaitu di KUA Kecamatan 
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Genteng. Peneliti memilih lokasi tersebut karena KUA Kecamatan Genteng 

memiliki catatan bahwa terdapat 43 orang yang melakukan perkawinan dini 

dengan dispensasi kawin dan berdasarkan ungkapan dari Kepala KUA 

Kecamatan Genteng terdapat perkawinan dini yang berlangsung tanpa 

dispensasi kawin melalui perkawinan sirri dan ini diketahui berdasrkan 

beberapa pengajuan istbat nikah yang dilakukan oleh beberapa pasangan.  

C. Subjek Penelitian 

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

bagian yakni sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer, sumber data ini diperoleh secara langsung di 

lapangan. Sumber data ini akan diperoleh peneliti melalui wawancara 

dengan pegawai di KUA Kecamatan Genteng yaitu sebagai berikut:  

a. M. Rosyidin, S. Ag, selaku Kepala KUA Kecamatan Genteng 

b. Mustain, S. Ag selaku Penghulu di KUA Kecamatan Genteng. 

c. Anang Ma’ruf, S. Ag, selaku Penyuluh di KUA Kecamatan Genteng. 

d. Dewi Ludiatul Amawati, S. Pd.I selaku Staff KUA Kecamatan 

Genteng.. 

2. Sumber Data Sekunder, sumber data ini diambil dan diperoleh dari bahan 

pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis 

seperti skripsi, tesis, jurnal buku, maupun bahan referensi lainnya yang 

dapat menunjang dalam penelitian ini dan bahan hukumnya meliputi: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang digunakan, 

dintaranya sebagai berikut:
42

  

1. Observasi, merupakan bagian dalam pengumpulan data. Observasi yaitu 

proses dengan mengamati kemudian mencatat secara runtut, objektif, 

rasional terhadap berbagai fenomena dalam situasi yang nyata maupun 

buatan. 

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pertanyaan dan tanggapan langsung antara peneliti dengan narasumber 

untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat.  

3. Dokumentasi, dokumentasi disini sebagai pelengkap serta penunjang 

dalam penelitian yang akan peneliti, yang berupa foto atau gambar, serta 

tulisan dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan 

data-data yang diperlukan yang ada ditempat yang digunakan sebagai 

objek penelitian yang didapat dari informan. 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu usaha mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain yang dapat digunakan agar dipahami dengan mudah dan bisa 

diinformasikan kepada orang lain.
43

 Adapun teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Reduksi data 

Dalam penelitian, reduksi data berarti memilah data dan 

mengambil data-data yang dianggap penting dan relevan dengan 

penelitian. Pada proses reduksi data ini semua data yang dikumpulkan 

dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilah-pilah sedemikian 

rupa, sehingga peneliti harus memastikan mana data yang penting dan 

yang kurang penting. Oleh karena itu, data yang direduksi menyajikan 

gambaran yang lebih jelas dan membuat pengumpulan data yang 

selanjutnya lebih mudah bagi peneliti. Proses ini berlangsung selama 

penelitian ini dilakukan dari awal sampai akhir. 

2. Penyajian data 

Menyajikan data berarti mengorganisasikan, menyusun data dalam 

pola hubungan tertentu agar lebih mudah dipahami sehingga peneliti dapat 

memahami arti dari data yang telah diperoleh. 

3. Verifikasi 

Tujuan verifikasi adalah untuk sampai pada kesimpulan yang valid. 

Oleh karena itu, peneliti meninjau kembali kesimpulan yang diperoleh 

dengan memverifikasi Kembali catatan selama penelitian dan mencari 

pola, tema, model, hubungan, dan persamaan yang diperlukan untuk 

membuat kesimpulan.
44
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F. Keabsahan Data 

Dalam keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yang 

mana teknik ini merupakan suatu teknik untuk menguji keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu selain data tersebut untuk keperluan meneliti atau 

membandingkan terhadap data yang bersangkutan.
45

 Adapun alasan peneliti 

menggunakan teknik triangulasi ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam 

memecahkan atau menyelesaikan penelitian asalkan peneliti mampu menggali 

pengetahuan secara teoritik dan mendalam atas hasil analisis data.  

G. Tahap Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Tahapan Pra Lapangan  

 Tahapan pra lapangan ialah meliputi dari penyusunan rancangan 

penelitian, memilih lokasi peneltian, dan mengurus surat perizinan guna 

penelitian di lokasi, setelah itu penulusaran tahap awal, menyiapkan 

kebutuhan untuk penelitian dan menilai bagaimana fakta yang ada di 

lapangan, serta  menyiapkan informan untuk mendapatkan data yang valid.  

2. Tahap Pekerja Lapangan 

 Pada tahapan ini peneliti memahami latar penelitian, menyiapkan 

diri, dan memasuki tempat penelitian serta berperan untuk mengumpulkan 

seluruh data.  

  

                                                             
45

Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 

115. 



 
 

 
 

40 

3. Tahap Analisis Data  

 Tahap analisis data ialah data yang sudah didapat dari tempat 

penelitian ini dikumpulkan untuk dianalisis menggunakan teknik analisis 

data yaitu mencari data, mengumpulakannya, dan penyajian data yang 

terakhir menarik kesimpulan dari data yang sudah terkumpul.  

4. Tahap Penelitian Hasil Laporan  

 Tahap penelitian yang terakhir ini, penulis membuat hasil 

penelitian yang sudah diperoleh dari lapangan serta menyusunnya secara 

sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian  

Penelitian penulis ini dilakukan di KUA Kecamatan Genteng, dimana 

penelitian yang diteliti mengenai “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus KUA Kecamatan 

Genteng)”. Untuk itu, demi mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai 

lokasi penelitian, peneliti terlebih dahulu akan mendeskripsikan tentang KUA 

Kecamatan Genteng, sebagai berikut: 

1. Sejarah KUA Kecamatan Genteng 

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja 

Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan 

menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada 

masyarakat di bidang keagamaan. Kantor Urusan Agama (KUA) 

merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi yang merupakan 

satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama di Kecamatan. KUA 

merupakan satuan kerja yang paling dekat masyarakat. 

Pada masa kemerdekaan, KUA Kabupaten dikukuhkan melalui 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pendaftaran Perkawinan, 

Perceraian dan Rekonsiliasi (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai 

dasar hukum pembentukan KUA Kabupaten. Pada awalnya kewenangan 

KUA sangat luas, tidak hanya dalam urusan rukun nikah, tetapi juga dalam 

urusan cerai dan talak. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 
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Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diberlakukan dengan PP. Nomor 9 

Tahun 1975, kewenangan KUA kecamatan dikurangi dengan masalah 

perceraian yang dilimpahkan ke Pengadilan Agama. Dalam perkembangan 

selanjutnya, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 yang 

disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978, 

menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai 

tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama 

Kabupaten. di bidang urusan agama Islam dan wilayah Kabupaten.  

KUA Kecamatan Genteng ini beralamatkan di Jalan KH Wahid 

Hasyim Nomor 17 Genteng ini memiliki objek yang menjadi prioritas 

penilaian yaitu menyangkut keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas KUA 

Kecamatan, mulai dari bidang yang bersifta fisik, maupun administrasi dan 

sumber daya manusia. Dalam rangka memenuhi kriteria inilah profil KUA 

Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi disusun sebagai KUA yang 

diberi kehormatan untuk mengikuti penilaian KUA percontohan di tingkat 

nasional.  

2. Demografi dan Letak Geografis 

KUA Kecamatan Genteng yang terletak di Jalan KH. Wahid 

Hasyim Nomor 17, Dusun Kopen, Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, 

Kabupaten Banyuwangi. Pada awalnya wilayah di Kecamatan Genteng ini 

meliputi 9 desa, tetapi pada tahun 1995 dibagi menjadi 2 Kecamatan, 

otomatis jumlah desa tersebut berkurang menjadi 5 desa yaitu, Genteng 

Kulon, Genteng Wetan, Kaligondo, Kembiritan, dan Setail. Kecamatan 
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Genteng ini memiliki luas wilayah 51,24 KM
2 

yang terbagi ke 5 desa 

tersebut. Kecamatan ini dilewati beberapa sungai seperti sungai Jalen, 

sungai Setail, sungai Porolinggo, sungai Pandan dan sungai Rimpis. 

a. Berdasarkan data administrasi KUA yaitu: 

1) Luas Wilayah Kecamatan   : 5449 M2 

2) Jumlah penduduk seluruhnya   : 89.436 Orang 

3) Jumlah penduduk Islam   : 86.877 Orang 

4) Jumlah N/R per tahun   : 855 Peristiwa 

5) Jumlah tanah wakaf   : 289 Lokasi 

6) Jumlah masjid   : 85 Masjid 

7) Jumlah majelis taklim   : 25 Majelis 

8) Jumlah lembaga pendidikan   : 14 Lembaga 

9) Jumlah kelompok keluarga prasakinah : 5 Kelompok 

b. Jumlah SDM KUA 

1) Jumlah penghulu    : 2 Orang 

2) Jumlah PNS    : 2 Orang 

3) Jumlah pegawai honorer : 0 Orang 

4) Jumlah penyuluh PNS  : 1 Orang 

5) Jumlah penyuluh honorer : 6 Orang 

6) Keamanan    : 1 Orang 

7) Petugas kebersihan   : 1 Orang 

c. Bangunan dan Tanah KUA 

1) Status bangunan  : Milik Pemda 
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2) Kondisi bangunan  : Rusak berat 

3) Status tanah  : Milik Pemda 

4) Luas tanah  : 918 M2 

3. Visi dan Misi  

Visi : Terwujudnya masyarakat Genteng yang taat beragama, rukun, 

cerdas, mandiri dan sejahtera lahir dan batin. 

Misi :  Meningkatkan layanan NR 

a.  Meningkatkan system informasi, manajemen dan ketata usahaan; 

b.  Meningkatkan bimbingan keluarga Sakinah; 

c.  Meningkatkan pembinaan kemasjidan; 

d.  Meningkatkan pembinaan syariah dan hisab rukyat; 

e.  Meningkatkan pembinaan sosialisasi zakat wakaf; 

f.  Meningkatkan penataan statistic; 

g.  Meningkatkan penataan dokumen/kearsipan. 

4. Struktur KUA Kecamatan Genteng 

1. Kepala KUA : M. Rosyidin, S. Ag.  

2. Penyuluh Agama Islam: Anang Ma'ruf Masyhuri, S. Ag.  

3. Penghulu: Musta’in, S. Ag.  

4. Staf KUA: Dewi Ludiatul Amawati, S. Pd.I. 

5. Staf KUA: Hardi. 
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B. Penyajian Data dan Analisis 

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Genteng 

Perubahan akan peraturan perundang-undangan tentang 

perkawinan yaitu UU No. 16/2019 terutama pada pasal 7 ayat 1 yang 

mengatur tentang batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan 

diharapkan dapat menjadi usaha pemerintah dalam mewujdukan 

terciptanya keluarga dari perkawinan secara sakinnah, mawaddah wa 

rahmah sebagai perwujudan yang nyata. Usaha mewujudkan tujuan dari 

adanya perkawinan seperti yang telah diungkapkan oleh UU Perkawinan 

sebagaimana dijelaskan pada pasal 1, menjadi semangat yang tidak redup 

dikarenakan adanya perubahan UU Perkawinan yaitu UU No. 16/2019 

yang merubah substansi dari pasal 7 ayat 1 tentang batas usia perkawinan 

seseorang yang ingin menikah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun 

bagi laki-laki atau perempuan sehingga kedua pihak dapat melakukan 

persiapan yang sangat matang.
46

 Selain itu, pembaharuan ini akan 

memberikan sebuah peringatan kepada seseorang yang ingin melakukan 

perkawinan agar tidak melangsungkan perkawinannya dalam usia yang 

tidak memenuhi ketentuan peraturan yang ada. 

 Pembaharuan UU Perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 ini secara 

futuristik diharapkan saat di implementasikan secara konsekuen 

berdasarkan norma seharusnya dapat mengurangi fenomena perkawinan di 
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bawah umur yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi pada realitanya, 

fenomena perkawinan dini di Indonesia masih menjadi satu problematika 

yang senantiasa dipermasalahkan meskipun secara normatif batas usia 

perkawinan telah ditetapkan. Dalam hal ini M. Rosyidin, S. Ag selaku 

Kepala KUA Genteng mengungkapkan bahwa: 

“Perkawinan dini di Indonesia sudah seperti gunung es. Meskipun 

sudah ada aturan yang jelas dalam pengaturan batas usia 

perkawinan, akan tetapi faktanya di masyarakat masih banyak 

perkawinan di bawah umur yang terjadi”.
47

 

 

Fakta ini menjadi satu problematika yang seharusnya sudah 

terselesaikan dengan adanya pembaharuan norma perkawinan yang 

terakomodasi dalam UU No. 16/2019. Fenomena perkawinan di bawah 

umur juga terjadi di Kecamatan Genteng. M. Rosyidin, S. Ag selaku 

Kepala KUA Genteng mengungkapkan bahwa: 

“Di Kecamatan Genteng juga tidak sedikit masyarakat yang 

menikah di bawah umur. Fenomena ini disebabkan karena 

beberapa faktor yang melatarbelakangi. Akan tetapi secara spesifik 

ya karena ekonomi dan sosial”.
48

 

 

Faktor ekonomi dan sosial menjadi salah satu faktor adanya 

fenomena perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat genteng. 

Dan dengan adanya pembaharuan UU Perkawinan, hal ini diharapkan 

dapat mengurangi fenomena perkawinan dini di Kecamatan Genteng pada 

saat di impelemntasikan. M. Rosyidin, S. Ag selaku Kepala KUA Genteng 

                                                             
47

 M. Rosyidin, S. Ag selaku kepala KUA, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 01 

September 2022. 
48

 M. Rosyidin, S. Ag selaku kepala KUA, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 01 

September 2022. 



 
 

 
 

47 

mengungkapkan terkait implementasi UU No. 16 tahun 2019 di 

Kecamatan  Genteng sebagai berikut: 

“Pembaharuan UU Perkawinan memang menjadi harapan yang 

dapat mengurangi angka perceraian dini. Dan pada saat awal-awal 

UU ini diundangkan, memang harus ada penyesuain terhadap 

perubahan kultur yang dibawakan UU ini, sehingga dalam 

implementasinya pada awal diundangkan UU No. 16 tahun 2019 

masih tidak terimplementasikan secara maksimal”.
49

 

 

Implementasi UU No. 16/2019 pada awal diundangkan di 

Kecamatan Genteng masih belum dapat diterapkan secara maksimal, 

karena pada awal UU ini diundangkan, kultur masyarakat yang masih 

terjebak dalam fenomena perkawinan dini sebagai hal yang wajar menjadi 

salah satu penyebabnya, sehingga membutuhkan penyesuian dalam ranah 

implementasinya. Dalam mengimplementasikan UU No. 16/2019 pihak 

KUA senantiasa berpegang teguh pada ketentuan yang ada. Diungkapkan 

oleh Ibu Dewi Ludiatul Amawati, S. Pd. I selaku Staf KUA Kecamatan 

Genteng dalam hal ini yaitu: 

“Adanya pembaharuan ini pihak KUA untuk menerapkannya juga 

mengimbangi dengan sosialisasi secara personal pada saat ada 

seseorang yang ingin mendaftarkan perkawinan. Kalau masih 

belum memenuhi usia perkawinan, maka kami menghimbaukan 

untuk menunggu terlebih dahulu. Hal ini terjadi pada awal-awal 

pembaharuan UU Perkawinan sebagai salah satu upaya pihak KUA 

untuk mengimplementasikan substansi norma pembaharuan UU 

Perkawinan”.
50

 

 

Pembaharuan UU Perkawinan membuat pihak KUA harus 

mensosialisasikan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mendukung 
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terimplementasikannya UU Perkawinan yang baru. Karena tidak sedikit 

masyarakat pada saat awal diperbaharuinya UU ini, masyarakat tidak 

mengetahui akan pembaharuan ini. Oleh Karena itu ada upaya dari pihak 

KUA untuk membantu terimplementasikannya pembaruan UU 

Perkawinan yaitu melalui sosialisasi. Rosyidin, S. Ag selaku Kepala KUA 

Genteng mengungkapkan terkait upaya untuk mengimplementasikan UU 

No. 16 tahun 2019 di Kecamatan  Genteng sebagai berikut: 

“Upaya yang dilakukan pihak KUA dalam mengimplementasikan 

pembaharuan UU Perkawinan ya melalui program sosialisasi yang 

dilakukan oleh pihak KUA mbak. Untuk substansinya itu terkait 

pengenalan norma hukum baru tentang batas usia menikah, 

tujuannya dari dirubahnya batas usia dalam perkawinan, dan 

melakukan advice kepada masyarakat agar menaati uu 

pembaharuan perkawinan. Menaati ini ya dalam arti tidak hanya 

tentang umur saja, akan tetapi juga menghimbau terkait penekanan 

kepada msayarakat untuk tidak melakukan dispensasi nikah jika 

belum memenuhi batas usia, kecuali dalam keadaan sangat 

terdesak”. 

 

Program sosialisasi yang diadakan oleh KUA merupakan upaya 

untuk membantu terimplementasikannya UU No. 16/2019 di Kecamatan 

Genteng agar pihak masyarakat lebih mengetahui substansi norma baru 

yang diatur dalam pembaharuan UU Perkawinan terutama dalam batas 

usia menikah yang baru dan penyuluhan untuk tidak menjadikan 

dispensasi kawin sebagai jalan utama pada saat tidak dalam keadaan 

mendesak bagi seseorang yang belum berusia untuk dibolehkannya 

menikah. Ibu Dewi Ludiatul Amawati, S. Pd. I selaku Staff KUA 

Kecamatan Genteng pada waktu diwawancara menambahkan terkait 

implementasi UU No. 16/2019 di Kecamatan Genteng sebagai berikut: 
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“Secara implementasi dari UU ini di Kecamatan Genteng secara 

periodik memang mengalami pasang surut mbak. Dalam artian 

pada awal-awal diundangkannya UU No. 16/2019 memang tidak 

dapat terimplementasi secara maksimal karena angka perkawinan 

dini masih banyak. Hal ini kan tidak sesuai dengan standar usia 

yang sudah ditetapkan yaitu 19 tahun. Akan tetapi, kalau dilihat 

berdasarkan data dari tahun 2020-2021 UU ini membawa 

perubahan yang signifikan karena secara grafik membuat angka 

perkawinan dini melalui dispensasi kawin menurun”.
51

 

 

Pembaharuan UU Perkawinan yang termanifestasikan dalam UU 

No. 16/2019 yang memperbaharui batas usia perkawinan pada saat 

diimplementasikan di Kecamatan Genteng memang pada awalnya 

mengalami kondisi yang stagnan, karena tidak terimplementasikan secara 

maksimal. Akan tetapi dengan seiring waktu, pembaharuan dari UU ini 

mulai terasakan dapat terimplementasikan secara maksimal. Hal ini juga 

ditambahkan dari perkataan Bapak Mustain, S. Ag sebagai penghulu KUA 

Kecamatan Genteng pada saat diwawancarai yaitu sebagai berikut: 

“Fenomena perkawinan dini di Kecamatan Genteng memang 

tegolong masih tinggi, apalagi pada saat awal pembaharuan UU 

Perkawinan. Namun dengan siring waktu, karena ada faktor 

kesadaran masyarakat yang mulai berubah dan komitmen KUA 

dalam meminimalisir terjadinya perkawinan dini dengan cara 

mensosialisasikan dan menerapkan norma hukum pembaharuan 

perkawinan secara konsekuen membuat angka perkawinan menjadi 

turun secara periodik. Dan dari penurunan angka perkawinan dini 

ini, UU No. 16/2019 dapat terimplementasikan secara maksimal 

sesuai dengan harapan diperbaharuinnya UU Perkawinan”.
52

 

 

Penurunan angka perkawinan di bawah umur secara periodik 

menjadi penanda bahwa UU No. 16/2019 terimplementasikan secara 

maksimal. Implementasi ini didukung oleh beberapa faktor seperti 

                                                             
51

 Dewi Ludiatul Amawati, S.Pd.I selaku staf, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 

05 September 2022. 
52

 Mustain, S. Ag selaku penghulu di KUA Genteng, diwawancarai oleh peneliti, 

Banyuwangi 01 September 2022. 



 
 

 
 

50 

kesadaran masyarakat, peran KUA dalam mensosialisasikan dampak 

negatif perkawinan dini dan menerapkan secara konsekuen pembaharuan 

UU Perkawinan. M. Rosyidin, S. Ag selaku Kepala KUA Genteng 

mengungkapkan terkait implementasi UU No. 16 tahun 2019 di 

Kecamatan  Geteng yaitu: 

“Meskipun secara periodik perkawinan di bawah umur menurun di 

Kecamatan Genteng dan menjadi penanda telah 

terimplementasikannya UU No. 16/2019, akan tetapi secara relatif 

ini masih belum memenuhi harapan tertinggi diundangkannya UU 

ini. Sehingga dalam hal ini, pihak KUA senantiasa mengupayakan 

untuk membuat UU No. 16/2019 terimplementasikan secara 

konsekuen dan maksimal. Dalam artian kalau bisa tidak ada lagi 

angka perkawinan dini di Kecamatan Genteng, dan juga dispensasi 

perkawinan kalau bisa dapat dihindarkan sebisa mungkin jika tidak 

dalam keadaan yang sangat mendesak”.
53

 

 

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang 

memiliki substansi pembaharuan berupa perubahan terhadap batas usia 

perkawinan di Kecamatan Genteng berdasarkan grafik perkawinan dini 

yang ada di Kecamatan Genteng telah terimplementasikan secara 

maksimal. Parameter dari terimplementasikannya UU ini dapat dilihat dari 

grafik perkawinan dini yang secara periodik mengalami penurunan yang 

cukup signifikan. Implementasi UU ini secara konsekuen didukung oleh 

beberapa faktor seperti peningkatan kesadaran masyarakat terhadap 

dampak dari perkawinan dini, peran KUA dalam membantu 

terimplementasikannya norma perkawinan dipembaharuan UU 

Perkawinan secara konsekuen baik melalui sosialisasi atau kegiatan 
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lainnya. Akan tetapi, parameter terimplementasikannya UU No. 16/2019 

di Kecamatan Genteng yang ditandai dengan menurunnya angka 

perkawinan dini harus menjadi acuan untuk senantiasa berupaya lebih 

maksimal, sehingga harapan tinggi untuk mengurangi atau meniadakan 

perkawina dini dapat terwujud sesuai dengan semangat diperbaharuinya 

UU Perkawinan mengenai batas usia seseorang dapat melakukan 

perkawinan.  

2. Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 

Tentang Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Genteng 

Poin pembaharuan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

yaitu terletak pada perubahan mengenai batas umur seseorang dapat 

mengajukan perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 yang 

menyatakan bahwa “Usia seseorang dapat mengajukan perkawinan adalah 

berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan”.
54

 Hal ini mejadi 

perbedaan yang sangat terlihat dengan Undang-Undang Perkawinan 

sebelumnya yan mensyaratkan seseorang baru dapat menikah ketika sudah 

berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. 

Ketentuan batas umur menjadi persyaratan mutlak yang harus 

dipenuhi oleh seseorang ketika ingin melangsungkan perkawinan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa ketika seseorang tidak memenuhi persyaratan 

batas umur, maka seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinannya. 
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Hal ini senada dengan pernyataan dari Bapak Mustain, S. Ag sebagai salah 

penghulu KUA Genteng yakni: 

“Alur dispensasi nikah setiap warga Negara yang akan mengajukan 

pernikahan itu sudah diatur dalam PMA, apabila kurang dari 19 

tahun harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama. Apabila calon 

pengantin tersebut daftar di KUA dan ditemukan kurang umur 

maka oleh KUA langsung ditolak, lalu dibuatkan surat penolakan 

dari KUA, kemudian dia mengajukan ke Pengadilan Agama”.
55

 

 

Persyaratan umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk 

mengajukan perkawinan di KUA menjadi sangat mutlak. Ketika syarat ini 

tidak dipenuhi, maka KUA akan mengeluarkan surat penolakan 

perkawinan yang bertujuan untuk digunakan sebagai pengantar pengajuan 

dispensasi kawin di pengadilan agama. Sebelum mengeluarkan surat 

penolakan, KUA Kecamatan Genteng akan memberikan arahan terlebih 

dahulu terkait bagaimana cara mengajukan dispensasi kawin di pegadilan 

agama. Selain itu, pihak KUA akan menanyai terkait alasan mengapa 

melaksanakan perkawinan dibawah umur yang sudah ditentukan 

peraturan. Hal ini diungkapkan oleh M. Rosyidin, S. Ag selaku Kepala 

KUA Kecamatan Genteng, yaitu : 

“KUA tegas dalam menetapkan syarat batas umur, kalau ada yang 

belum memenuhi hal tersebut, KUA akan menolaknya. Acuannya 

ya UU Perkawinan terbaru dengan batas umur 19 tahun. Pihak 

KUA akan menanyakan alasan mengajukan perkawinan dibawah 

umur kenapa, dan nantinya akan diarahkan tata caranya 

mengajukan dispensasi kawin di pengadilan”.
56
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Menurut penjelasan dari Bapak Mustain, S. Ag sebagai salah satu 

penghulu KUA Genteng yakni: 

“Di Pengadilan Agama kemudian orang tua dari calon pengantin di 

sidangkan dengan pertanyaan alasan apa anak tersebut mengajukan 

dispensasi nikah, lalu kemudian di putuskan. Kebanyakan putusan 

dari Pengadilan Agama itu disebabkan oleh hamil di luar nikah, 

setelah mendapat putusan dari Pengadilan Agama kemudian baru 

ke KUA untuk di nikahkan atas dasar putusan tersebut”.
57

 

 

Sedangkan menurut Ibu Dewi Ludiatul Amawati, S. Pd. I selaku 

Staff KUA Kecamatan Genteng mengatakan bahwa: 

“Dispensasi nikah itu ada dua, ada dispensasi kurang umur yang 

diajukan di Pengadilan Agama dan dispensasi yang kurang dari 10 

hari kerja dan kemudian minta surat dispensasi di Kecamatan. 

Menurut penjelasan beliau pada tahun 2021 angka pernikahan 

menurun karena masa pandemi sehingga angka dispensasi nikah 

juga menurun. Dampak dari dispensasi nikah itu sendiri menurut 

penjelasan dari Ibu Dewi KUA sudah lepas tangan apabila 

pengantin tersebut sudah sah dinikahkan, karena tugas KUA hanya 

menerima, memeriksa, mencatat dan menyaksikan”.
58

 

 

Begitu juga menurut Bapak Anang Ma’ruf, S. Ag sebagai penyuluh 

di KUA Kecamatan Genteng, beliau mengatakan bahwa: 

“Bagi orang yang akan melakukan pendaftaran nikah di KUA 

diperiksa terlebih dahulu oleh staf KUA, apabila terdapat kurang 

umur pada salah satu calon mempelai lalu ditolak oleh pihak KUA 

dan mendapat surat penolakan (N7). Dispensasi nikah itu dilakukan 

hanya untuk orang yang kurang umur untuk melaksanakan 

pernikahan, kemudian untuk dapat melaksanakan pernikahan calon 

pengantin harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan 

Agama, dan setelah memperoleh putusan dari Pengadilan Agama 

baru ke KUA untuk melaksanakan pernikahan”.
59
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Pengaturan pengajuan perkawinan di KUA Kecamatan Genteng 

senantiasa memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 terkait persyaratan batas umur seseorang dapat melangsungkan 

perkawinan. Karena dengan berpedoman pada Undang-Undang ini, maka 

konsekuensinya adalah ketika ada calon pengantin yang ingin mengajukan 

perkawinan akan tetapi belum mencukupi umur yang sudah ditetapkan 

oleh Undang-Undang, maka pihak KUA akan mengembalikan berkas 

pengajuan tersebut dan pihak KUA akan mengeluarkan surat penolakan 

untuk dibuat pengantar pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

setempat. 

Perubahan terhadap norma Undang-Undang Perkawinan lama yang 

menyasar pada batas usia perkawinan memberikan efek yang tidak seikit 

pada tatanan sosial kemasyarakatan. Karena dalam Undang-Undang 

Perkawinan yang lama, dengan usia yang telah ditentukan 16 tahun bagi 

perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, hal tersebut masih terdapat praktik 

perkawinan dini yang dilakukan, apalagi jika batas usia perkawinan 

dinaikkan, hal ini memberikan shock culture pada masyarakat secara luas. 

Bapak Anang Ma’ruf, S. Ag sebagai penyuluh di KUA Kecamatan 

Genteng, beliau mengatakan bahwa: 

“Perubahan ini menjadi shock culture, karena sebelumnya dengan 

norma yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan lama 

masyarakat dapat melaksanakan perkawinan yang tekategorikan 

sebagai perkawinan dini. Kini hal tersebut telah berubah dengan 

adanya UU No. 16 tahun 2019”.
60

 

                                                             
60

 Anang Ma’ruf, S. Ag selaku penyuluh, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 05 

September 2022. 



 
 

 
 

55 

Perubahan ini tentu tidak serta merta dapat mempengaruhi jalannya 

kultur yang telah rigid sebelumnya, karena pasti membutuhkan adaptasi 

dalam proses pelaksanaan substansi norma yang menaikkan batas usia 

perkawinan. Dalam hal ini Bapak Anang Ma’ruf, S. Ag sebagai penyuluh 

di KUA Kecamatan Genteng menyatakan sebagai berikut: 

“Penerapan norma baru ini tentu memiliki tantangan tersendiri di 

tengah kondisi masyarakat yang telah terbangun kulturnya melalui 

norma perkawianan sebelumnya. Kultur perkawinan dini yang telah 

eksis memberikan tatanan yang telah baku, sehingga adanya 

perubahan batas perkawinan yang terbilang parameternya tinggi 

membutuhkan adaptasi di masyarakat”.
61

 

Tantangan terhadap implementasi UU Perkawinan yang baru 

adalah terbenturnya kultur lama yang melanggengkan praktik perkawinan 

dini, kemudian dikodifikasikannya peraturan baru merobohkan kultur ini. 

Dan masyarakat masih membutuhkan adaptasi terhadap norma baru 

tentang batas usia perkawinan. Meskipun, keadaan telah berubah ke arah 

progresivitas dalam pemikiran manusia tentang pentingnya persiapan 

untuk mengarungi kehidupan dengan salah satunya kesadaran tentang 

mempersiapkan keadaan untuk menunjang terciptanya kehidupan 

berkeluarga yang sejahtera dan harmonis. Namun, manusia tidak serta 

merta dapat terlepas dengan sekejap dalam bangunan kultur yang telah 

lama terbentuk. 

Tantangan lainnya adalah proses sosialisasi yang terbilang lamban 

karena kurangnya sumber daya dalam menggalakkan proses sosialisasi 

                                                             
61

 Anang Ma’ruf, S. Ag selaku penyuluh, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 05 

September 2022. 



 
 

 
 

56 

terhadap ketentuan UU No. 16/2019. Ibu Dewi Ludiatul Amawati, S. Pd. I 

selaku Staf KUA Kecamatan Genteng mengatakan bahwa: 

“Tantangan implementasi UU No. 16/2019 salah satunya adalah 

kurangnya sumber daya yang mendukung proses sosialisasi 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini. Hal ini tidak 

terlepas dari masyarakat Kecamatan Genteng yang rata-rata 

pendidikannya masih terbilang rendah, sehingga sumber daya 

dalam proses sosialisasi ketentuan ini tidak dapat berjalan secara 

maksimal. Jadi jika proses sosialisasi hanya dilakukan oleh pihak 

KUA, hal ini dirasa sangat kurang menyentuh seluruh lapisan 

masyarakat”. 

 

Sosialisasi untuk mengenalkan UU No. 16 tahun 2019 menjadi satu 

hal sangat urgen untuk dilakukan. Karena dengan sosialisasi ini, 

masyarakat dapat mengetahui secara umum ketentuan mengenai aturan 

perkawinan terbaru ini. Selain dari itu, tantangan yang dihadapi dalam 

mengimplementasikan UU ini adalah lemahnya  komitmen terhadap 

penanganan masalah perkawinan di bawah umur dari berbagai pihak. Ibu 

Dewi Ludiatul Amawati, S. Pd. I selaku Staf KUA Kecamatan Genteng 

berpendapat sebagai berikut: 

“Tantangan lainnya adalah komitmen yang berbeda-beda dari 

berbagai pihak dalam mengimplementasikan UU ini. Dimulai dari 

komitmen pihak yang lemah sebagian dan kuat sebagian, sehingga 

tidak terjadi kesinambungan dalam permasalahan komitmen. Hal 

ini kemudian berdampak pada lemahnya koordinasi dan kolaborasi 

dari berbagai pihak untuk menangani problem perkawinan dini”.
62

 

 

Komitmen dalam mengimpelemntasikan UU No. 16 tahun 2019 

sering kali ditafsirkan secara bercabang oleh beberapa pihak. Hal ini 

dilatar belakangi oleh substansi UU No. 16 tahun 2019 yang bercabang 
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secara ketentuan yang terletak dalam pasal 7 ayat 1 dan 2. Ruh dari UU ini 

terletak dalam substansi pasal 7 ayat 1 yang memperbaharui ketentuan 

tentang batas usia perkawinan. Pasal ini memberikan pengertian bahwa 

UU ini merupakan anti-tesis dari kultur perkawinan dini yang telah 

langgeng dan dengan adanya UU ini harus dipahami bahwa perkawinan di 

bawah usia yang telah ditentukan dalam UU ini dilarang. Akan tetapi 

pemahaman terhadap UU ini kemudian tereduksi dengan adanya ketentuan 

Pasal 7 ayat 2 yang memberikan jalan alternatif untuk menjalankan 

perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan. M. Rosyidin, S. Ag 

selaku kepala KUA Genteng dalam hal ini mengungkapkan yaitu: 

“Salah paham terhadap komitmen dalam mengimpelemntasikan 

UU ini sering disalahtafsirkan yaitu banyak orang yang tidak 

memahami bahwa ruh dari UU ini kan melarang perkawinan jika 

seserang masih belum mencapai batas usia yang dianjurkan oleh 

UU ini. Akan tetapi, kebanyakan orang kemudian lebih sering 

berfikir dengan menggunakan jalan alternatif yang terdapat dalam 

ayat selanjutnya yaitu Dispensasi Kawin. Sehingga dalam proses 

implementasi dari UU ini kemudian tidak tepat berdasarkan ruh 

diundangkannya UU No. 16/2019”.
63

 

 

Tantangan implementasi UU No. 16/2019 dapat dilihat dari 

beberap aspek yaitu dimulai dari adaptasi masyarakat terhadap kultur baru 

yang di bawa oleh UU No. 16/2019, kurangnya sumber daya yang 

mendukung dalam proses sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak 

terjadi koordinasi dan kolaborasi yang baik pada saat proses sosialisasi UU 

ini, kemudian komitmen dari berbagai pihak yang berbeda dalam proses 

impelementasi UU ini. 
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3. Dampak Pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di KUA 

Kecamatan Genteng 

Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan norma baru 

yang telah merevisi beberapa substansi yang adi di Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974. Substansi yang direvisi adalah salah satunya 

tentang persyaratan batas umur seseorang yang ingin melakukan 

perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas usia 

menikah di bawah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang 

sebelumnya ada perbedaan bagi laki-laki harus berumur 19 tahun dan 

perempuan 16 tahun. Perbedaan ini dianggap tidak sesuai dengan substansi 

UUD 1945 sehingga berdasarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, 

substansi pada pasal ini harus dirubah agar tidak ada potensi diskriminasi 

yang terjadi.  

Perubahan substansi yang mengatur batas umur perkawinan 

diharapkan dapat memberikan kebebasan serta hak yang setara bagi laki-

laki dan perempuan. Selain itu, pengaturan ini juga diharapkan dapat 

menunjang upaya untuk menurunkan angka perkawinan dini yang terjadi 

di Indonesia, terutama bagi wanita. Karena berdasarkan kultur historis, 

masyarakat Indonesia masih belum menyadari betapa banyaknya 

mudhorot yang diakibatkan perkawinan dini. Hal ini diungkapkan oleh Ibu 
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Dewi Ludiatul Amawati, S. Pd. I Selaku Staf KUA Kecamatan Genteng, 

yaitu : 

“Perkawinan dini itu banyak mudhorotnya daripada manfaatnya. 

Karena seseorang diusia 19 tahun kebawah itu masih punya emosi 

yang labil. Namun, problem ini tidak dipahami oleh sebagian 

masyarakat indonesia. Oleh karena itu, perubahan batas umur 

perkawinan menjadi sangat harus dilakukan, seupaya dapat 

mencegah pernikahan dini”.
64

  

 

Perkawinan dini berdampak pada banyak hal dalam aspek 

kehidupan seseorang. Baik dari aspek Pendidikan yang terhenti, aspek 

mental dan psikis yang masih tidak ter-manage dengan baik. Dan dampak 

ini dapat mempengaruhi seseorang dalam menjalankan bahtera rumah 

tangganya. Karena ketika ada kegoyahan dari dalam diri seseorang saat 

menjalani kehidupan rumah tangga, hal ini akan berakibat pada perceraian 

yang sangat tidak dikehendaki. Hal ini senada dengan ucapan Bapak 

Mustain, S. Ag penghulu di KUA Genteng pada saat di wawancara yaitu : 

“Mengarungi bahtera rumah tangga itu tidak bisa disepelekan. Harus ada 

persiapannya, secara fisik, psikis dan mental. Kalau sudah goyah, ya 

akhirnya yang ada cuman bercerai. Apalagi bagi orang yang nikah di usia 

masih muda, hal-hal seperti ini sangat jarang diperhatikan”.
65

 

Perkawinan tidak dapat dianggap hanya sebatas berhubungan 

badan. Karena ihwal perkawinan adalah tentang upacara sakral yang 

dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga dengan kondisi 

sakinnah, mawaddah wa rohmah. Dan perkawinan dini yang kini marak 
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terjadi adalah hanya sebatas penebusan kesalahan karena sudah melakukan 

hal-hal yang dilarang norma agama, sehingga tidak ada jalan lagi selain 

menikahkan keduanya. 

Perubahan UU Perkawinan memiliki dampak yang cukup 

signifikan. Dampak positifnya adalah seseorang dapat lebih 

mempersiapkan perkawinannya secara matang, terutama bagi perempuan. 

Karena dengan dinaikkannya batas umur perkawinan maka seseorang 

perempuan dapat belajar banyak hal ketika ingin memutuskan untuk 

menikah. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Anang Ma’ruf, S. Ag selaku 

Penyuluh KUA Genteng, yaitu : 

“Dampak positifnya perubahan batas umur perkawinan adalah 

seseorang bisa lebih mempersiapkan dirinya untuk menjadi lebih 

matang lagi ketika nantinya menjalani kehidupan rumah tangga, 

terutama bagi perempuan”.
66

 

 

Batas umur perkawinan yang dirubah juga dapat menjadi benteng 

untuk menghalangi seseorang dan membuat seseorang dapat berfikir 

secara matang bahwa ada ketentuan yang melarang seseorang untuk 

melakukan perkawinan ketika usianya masih belum memenuhi standar 

peraturan yang ada. Dan di sisi lain hal ini akan membuat seseorang 

tercega untuk melakukan perkawinan di bawah umur yang telah 

ditentukan. M. Rosyidin, S. Ag selaku kepala KUA Genteng 

mengungkapkan bahwa : 

“Pengaturan batas umur di Undang-Undang terbaru itu 

memberikan sinyal bahwa jangan sekali-kali nikah dibawah umur 
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yang sudah ditentukan. Karena peraturan sudah melarangnya, 

sehingga kesadarannya dapat terbangun untuk tidak menikah 

dibawah umur. Dan aturan ini akan menjadi penghalang bagi 

seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan dini”.
67

 

 

Dampak positif yang didapatkan dari adanya perubahan terkait 

batas umur perkawinan adalah, seseorang dapat mempersiapkan kehidupan 

rumah tangganya saat ingin melangsungkan perkawinan. Dapat lebih 

mematangkan diri untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan hal ini 

dapat menjadi benteng bagi seseorang yang ingin melangsungkan 

perkawinan dibawah batas usia yang ditentukan peraturan perundang-

undangan. 

Perkawinan di bawah batas usia yang telah ditentukan oleh 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebenarnya tidak boleh dilakukan, 

karena berdasarkan pasal 7 ayat 1 persyaratan seseorang dapat menikah 

adalah harus memenuhi batas umur yang telah ditentukan. Akan tetapi, 

dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 7 ayat 2, perkawinan di bawah umur 

dapat dilakukan ketika seseorang orang tua dari salah satu pihak yang 

tidak memenuhi persyaratan umur dapat mengajukan dispensasi kawin di 

pengadilan. Pengajuan dispensasi kawin merupakan langkah alternatif 

secara legal yang dapat ditempuh seseorang untuk melangsungkan 

perkawinan di bawah umur. Dan dampak dari adanya perubahan batas usia 

perkawinan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah salah 

satunya banyaknya orang yang mengajukan dispensasi kawin. Hal ini 
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diungkapkan oleh M. Rosyidin, S. Ag, sebagai Kepala KUA Kecamatan 

Genteng, yaitu : 

“Banyuwangi itu menjadi salah satu kabupaten yang tingkat 

pengajuan dispensasinya tinggi di Jawa Timur. Perubahan Undang-

Undang Perkawinan yang mengatur batas usia seseorang dapat 

menikah berimbasnya ya di meningkatnya pengajuan dispensasi 

kawin, di KUA Genteng yang menikah dengan menyertakan 

dispensasi kawin itu ada 43 orang dengan rincian 10 laki-laki dan 

33 perempuan”.
68

 

 

Perubahan terhadap pengaturan batas usia perkawinan tidak dapat 

disangkal dapat berdampak pada banyaknya orang yang mengajukan 

dispensasi kawin. Pengajuan ini didasari oleh kebutuhan mendesak seperti 

dikarenakan sudah hamil dahulu sebelum melakukan perkawinan yang 

sah, sehingga membuat orang tua dari anak tidak dapat solusinya kecuali 

menikahkan keduanya meskipun salah satu dari keduanya terdapat 

seseorang yang masih belum dapat menikah dikarenakan tidak memenuhi 

persyaratan batas umur yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. 

Faktor melonjakknya pengajuan dispensasi kawin secara umum 

dikarenakan kehamilan di luar perkawinan sah, atau karena sudah nikkah 

sirri akan tetapi belum dicatatkan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Anang 

Ma’ruf, S. Ag sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Genteng, yaitu : 

“Kebanyakan disini yang ngajukan dispensasi nikah itu yang sudah 

hamil duluan dan masih dibawah umur. Orang tua tidak mau 

mengambil resiko dan akhirnya dinikahkan saja, kebanyakan 

putusan dari Pengadilan Agama itu disebabkan oleh hamil di luar 

nikah, setelah mendapat putusan dari Pengadilan Agama kemudian 

baru ke KUA untuk di nikahkan atas dasar putusan tersebut”.
69
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Faktor kebutuhan mendesak selalu menjadi alasan yang harus 

disertakan dalam pengajuan dispensasi kawin. Hal ini merupakan 

ketentuan pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan bahwa harus menyertakan 

alasan mendesak serta bukti yang cukup untuk dapat mengajukannya. Dan 

pengajuan ini sangatlah penting bagi seseorang yang ingin melangsungkan 

perkawinan di bawah umur, karena salah satu berkas persyaratan ketika 

ingin mendaftarkan perkawinan di KUA, surat dispensasi kawin harus 

disertakan bagi seseorang yang belum memenuhi standar umur yang 

ditentukan oleh peraturan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Mustain, S. Ag 

sebagai penghulu di KUA Genteng yaitu : 

“Alur dispensasi nikah setiap warga Negara yang akan mengajukan 

pernikahan itu sudah diatur dalam PMA, apabila kurang dari 19 

tahun harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama, Apabila calon 

pengantin tersebut daftar di KUA dan ditemukan kurang umur 

maka oleh KUA langsung ditolak, lalu dibuatkan surat penolakan 

dari KUA, kemudian dia mengajukan ke Pengadilan Agama.”.
70

 

 

Penolakan ini didasarkan pada aturan yang mensyaratkan bahwa 

perkawina di bawah umur harus disertakan surat dispensasi kawin dari 

pengadilan setempat. Jika tidak ada maka perkawinan tidak dapat 

dilangsungkan. Dan adanya perubahan ini sangat berdampak terutama bagi 

perempuan. Hal ini senada dengan ungkapan dari Ibu Dewi Ludiatul 

Amawati, S. Pd. I Selaku Staf KUA Kecamatan Genteng pada saat 

diwawancara, yaitu : 

“Dampaknya itu lebih menyasar kepada perempuan sebenarnya. 

Karena dengan dinaikkan seharusnya itu dapat mencegah 

perkawinan dibawah umur. Akan tetapi, disini pihak perempuan 
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adalah penyumbang terbanyak pengajuan dispensasi kawin. Tentu 

ini menjadi hal yang sangat serius, karena batas umur dinaikkan itu 

biar para perempuan dapat mempersiapkan kehidupannya yang 

layak”.
71

 

 

Dampak dari adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 

mengenai perubahan batas umur seseorang dapat melangsungkan 

perkawinan adalah melonjaknya angka dispensasi kawin. Meskipun secara 

dampak positif, kenaikkan batas umur perkawinan ini dapat 

menghapuskan potensi diskriminasi yang telah ada di Undang-Undang 

Perkawinan sebelumnya. Akan tetapi, sebagian masyarakat belum 

memahami akan spirit yang tersirat dalam perubahan peraturan tersebut. 

Karena pada dasarnya, ada himbauan secara tersirat bahwa dengan 

dinaikkannya batas umur perkawinan, maka seseorang yang ingin 

melangsungkan perkawinan diharapkan dapat mempersiapkkannya 

terlebih dahulu. Sehingga ketika nantinya seseorang sudah mengarungi 

bahtera rumah tangga, dapat membuat keluarganya tentram, bahagia dan 

sejahtera. 

C. Pembahasan Temuan 

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Genteng 

KUA Kecamatan Genteng menjadi salah satu KUA yang tidak 

terlepas dari adanya dampak perubahan Undang-Undang Perkawinan. 
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Oleh karena itu, pegawai KUA disana selalu memberikan arahan dan 

wejangan bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan dibawah 

umur. Hal itu diwujudkan dalam arahan yang menyatakan bahwa “ketika 

tidak ada kebutuhan mendesak dalam melangsungkan perkawinan, maka 

jangan menikah terlebih dahulu dan sebaiknya menunggu umurnya cukup 

terlebih dahulu. Akan tetapi jika sudah mendesak untuk dilangsungkan 

perkawinan, maka pihak KUA akan memberikan arahan sesuai peraturan 

yang telah ditentukan terkait proses pengajuan dispensasi kawin di 

Pengadilan setempat. 

Proses implementasi UU No. 16 tahun 2019 terwujud melalui 

program yang diadakan dalam agenda tahunan melalui proses sosialisasi 

yang berisikan penyuluhan terhadap penanganan problem perkawinan dini. 

Artinya adalah, pihak KUA memberikan pemahaman terhadap masyarakat 

pada saat ingin melangsungkan perkawinan untuk berpedoman pada 

ketentuan yang baru terkait batas usia perkawinan. Upaya ini juga 

menekankan kepada masyarakat untuk tidak menjadikan dispensasi kawin 

sebagai jalan utama bagi seseorang yang belum memenuhi usia 

perkawinan yang diatur oleh UU No. 16/2019 pada saat tidak ada 

kepentingan yang mendesak. Implikasi yang dihasilkan dari adanya 

implementasi UU No. 16/2019 jika diejewantahkan sesuai dengan norma 



 
 

 
 

66 

dan prosedur UU tersebut, maka perkawinan dini dapat diminimalisir 

sesuai harapan diperbaharuinya UU Perkawinan.
72

 

Temuan penelitian dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2019 di Kecamatan Genteng berdasarkan dokumen perkawinan dini 

yang terjadi di Kecamatan Genteng pada periode 2020-2022 telah 

mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen di bawah ini: 

 

Gambar 4.1 

Dokumen Rekapitulasi Perkawinan Berdasarkan Umur di KUA 

Kecamatan Genteng Tahun 2020 

 

 

Gambar 4.2 

Dokumen Rekapitulasi Perkawinan Berdasarkan Umur di KUA 

Kecamatan Genteng Tahun 2021 
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Gambar 4.3 

Dokumen Rekapitulasi Perkawinan Berdasarkan Umur di KUA Kecamatan 

Genteng Tahun 2021 

 

Ketiga dokumen di atas menjadi bukti nyata bahwa angka 

perkawinan di bawah umur 19 tahun selama kurun tiga tahun yaitu 2020-

2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 

jumlah perkawinan dini mencapai jumlah 43 orang dengan rincian 33 

perempuan dan 10 laki-laki. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 

2021 yaitu berjumlah 32 orang dengan rincian 25 perempuan dan 7 laki-

laki. Dan pada tahun 2022 jumlah tersebut mengalami penurunan lagi 

yaitu 17 orang dengan rincian 13 perempuan dan 4 laki-laki. Jumlah 

perkawinan dari tahun ke tahun di Kecamatan Genteng selama 3 tahun 

terakhir telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan 

data ini, Undang-Undang No. 16 tahun 2019 telah terimplementasi secara 

maksimal di Kecamatan Genteng dalam meminimalisir perkawinan dini 

yang menjadi fenomena di masyarakat Kecamatan Genteng. Selain itu, 

berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, pihak KUA juga 

menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi ini didukung oleh beberapa 
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faktor yang menyertai yaitu adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan 

adanya peran KUA yang senantiasa mengupayakan pembaharuan UU 

Perkawinan dapat terimplementasikan secara konsekuen sesuai dengan 

tujuan diperbaharuinya UU Perkawinan. Akan tetapi, keberhasilan 

implementasi UU No. 16/2019 yang terjadi di Kecamatan Genteng harus 

lebih dapat dimaksimalkan dari sebelumnya. Hal ini ditujukan untuk 

meniadakan fenomena perkawinan dini yang terjadi di Genteng, sehingga 

tujuan utama dari diperbaharuinya UU Perkawinan dapat dicapai 

2. Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 

Tentang Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Genteng 

Pembaharuan UU Perkawinan yang terakomodasi dalam Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2019 secara implementatif memang mengalami 

tantangan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan adanya disparitas 

antara norma ideal yang dikonstruksikan secara yuridis dengan konstruksi 

kultur sosial masyarakat di Kecamatan Genteng.  

Temuan mengenai tantangan dalam mengimplementasikan UU No. 

16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Genteng dapat diklasifikasikan menjadi 

tiga, yaitu sebagai berikut :  

a. Adaptasi terhadap kultur lama yang melanggengkan praktik 

perkawinan dini berdasarkan ketentuan UU Perkawinan lama yang 

kemudian dengan adanya ketentuan baru hal ini menjadikan kultur 

lama terobohkan. Dan ini menjadi tantangan tersendiri karena terbilang 
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menerapkan kultur baru lebih sulit daripada mempertahankan kultur 

lama yang telah lama terbangun dengan baku. 

b. Tantangan lainnya yaitu kurangnya sumberdaya dalam proses 

impelemntasi UU No. 16 tahun 2019 dari berbagai pihak. Sumberdaya 

ini tidak hanya dari sumber daya KUA sebagai lembaga yang memiliki 

leading sector terhadap perkawinan, akan tetapi juga dari pihak 

lainnya yang juga turut mensukseskan impelemntasi peratura ini. 

c. Implementasi UU No. 16 tahun 2019 juga memiliki tantangan dalam 

aspek komitmen berbagai pihak yang berbeda. Perbedaan komitmen 

ini terletak pada perbedaan pemahaman yang substansial yaitu UU No. 

16 tahun 2019 yang bercabang secara ketentuan yang terletak dalam 

pasal 7 ayat 1 dan 2. Ruh dari UU ini terletak dalam substansi pasal 7 

ayat 1 yang memperbaharui ketentuan tentang batas usia perkawinan. 

Pasal ini memberikan pengertian bahwa UU ini merupakan anti-tesis 

dari kultur perkawinan dini yang telah langgeng dan dengan adanya 

UU ini harus dipahami bahwa perkawinan di bawah usia yang telah 

ditentukan dalam UU ini dilarang. Akan tetapi pemahaman terhadap 

UU ini kemudian tereduksi dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat 2 

yang memberikan jalan alternatif untuk menjalankan perkawinan di 

bawah usia yang telah ditentukan. 
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3. Dampak Pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di KUA 

Kecamatan Genteng 

Dampak akan perubahan Undang-Undang perkawinan terkait 

perubahan batas umur juga dirasakan oleh KUA Kecamatan Genteng. 

Temuan dalam penelitian tentang dampak pembaharuan Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat dikategorisasikan dalam 

dua jenis yaitu dampak positif dan negatif. Dalam dampak positif, dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Pembaharuan UU perkawinan membawa dampak positif terhadap 

rekronstruksi kultur perkawinan dini yang masih terjadi di masyarakat 

Kecamatan Genteng. Pembaharuan ini membawa dampak sosiologis 

kepada masyarakat untuk lebih dapat memikirkan dampak dari adanya 

perkawinan di bawah umur. 

b. Pembaharuan ini juga memberikan konstruksi mengenai upaya untuk 

melindungi kepentingan perempuan. Karena jika dilihat, pemohon 

pengajuan dispensasi kawin di Kecamatan Genteng dalam rentang 

tahun 2020-2021 yang paling banyak adalah dari pihak perempuan. 

c. Pembaharuan ini juga dapat mengakomodasi kepentingan setiap pihak 

dalam mewujudkan perkawinan yang siap dilakukan baik secara fisik 

ataupun psikis. Dan di Kecamatan Genteng, adanya pembaharuan ini 

lambat laun menyadarkan setiap orang bahwa melakukan perkawinan 
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dengan keadan yang siap akan membawa dampak perkawinan yang 

signifikan. 

Dampak positif di atas secara konsekuen dirasakan pada saat 

hadirnya pembaharuan UU Perkawinan di Kecamatan Genteng. Selain 

dampak positif, pembaharuan ini juga memiliki dampak negatif yaitu; 

Perubahan ini membuat angka perkawinan dini melalui dispensasi kawin 

cukup banyak di KUA Kecamatan Genteng. Berdasarkan ungkapan dari 

kepala KUA Kecamatan Genteng, angka perkawinan dini melalui 

dispensasi kawin pada tahun 2020 telah dilakukan oleh 43 orang dengan 

rincian 10 laki-laki dan 33 perempuan. Selain itu, kepala KUA Kecamatan 

Genteng mengungkapkan bahwa terdapat warga yang masih melakukan 

perkawinan dini tanpa mengajukan dispensasi kawin. Hal ini 

mengindikasikan bahwa adanya perubahan terkait batas usia perkawinan 

sangat berdampak pada meningkatnya pengajuan dispensasi kawin yang 

dilakukan di pengadilan. Dan di KUA Kecamatan Genteng, perubahan ini 

berdampak kepada pihak perempuan yang menjadi penyumbang terbanyak 

di tahun 2020 dengan sebanyak 33 orang yang melangsungkan perkawinan 

dibawah umur melalui dispensasi kawin. Hal ini harus menjadi perhatian 

bersama, karena pada dasarnya perkawinan dini merupakan perbuatan 

yang lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Kecuali jika memang 

kebutuhan melakukan perkawinan dibawah umur sangat mendesak maka 

berdasarkan kaidah fikih, memilih mudhorot lebih kecil lebih diutamakan 

ketika ada dua kemudhorotan yang harus didapat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan tahap akhir serta konklusi yang dihasilkan dari 

pembahasan sebelumnya, dalam hal ini penelitian yang berjudul 

“Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi 

Kawin (Studi Kasus KUA Kecamatan Genteng)” memiliki kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan dokumen perkawinan dini yang dimiliki Kecamatan Genteng 

pada rentang tahun 2020-2021 telah mengalami penurunan yang sangat 

signifikan. Penurunan angka perkawinan dini menandakan bahwa Undang-

Undang No. 16 tahun 2019 telah terimplementasi secara maksimal di 

Kecamatan Genteng dalam meminimalisir perkawinan dini yang menjadi 

fenomena di masyarakat Kecamatan Genteng. Keberhasilan implementasi 

ini didukung oleh beberapa faktor yang menyertai yaitu adanya 

peningkatan kesadaran masyarakat dan adanya peran KUA yang 

senantiasa mengupayakan pembaharuan UU Perkawinan dapat 

terimplementasikan secara konsekuen sesuai dengan tujuan 

diperbaharuinya UU Perkawinan; 

2. Tantangan implementasi UU No. 16/2019 dapat dilihat dari beberap aspek 

yaitu dimulai dari adaptasi masyarakat terhadap kultur baru yang dibawa 

oleh UU No. 16/2019, kurangnya sumber daya yang mendukung dalam 

proses sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak terjadi koordinasi dan 
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kolaborasi yang baik pada saat proses sosialisasi UU ini, kemudian 

komitmen dari berbagai pihak yang berbeda dalam proses impelementasi 

UU ini; 

3. Dampak adanya pembaharuan terhadap UU No. 1/1974 tentang 

perkawinan di Kecamatan Genteng terbagi ke dalam dampak positif dan 

negatif. Dampak positif yaitu masyarakat dapat memikirkan dampak dari 

adanya perkawinan di bawah umur, dapat melindungi kepentingan 

perempuan dan mewujudkan perkawinan yang siap dilakukan baik secara 

fisik ataupun psikis dampak negatifnya adalah membuat dispensasi kawin 

semakin melonjak.  

B. Saran-saran 

1. Kepada Hakim yang mengadili dispensasi kawin agar tidak mengabulkan 

permohonan dispensasi jika pemohon tidak memenuhi unsur keterdesakan 

dan tidak memiliki kepentingan untuk melakukan perkawinan. 

2. Kepada Kementrian Agama sebagai lembaga Induk dari KUA, agar 

memperketat aturan pengajuan dispensasi kawin seperti tidak diberikan 

surat pengantar KUA bagi pemohon dispensasi yang tidak dalam keadaan 

mendesak 

3. Untuk staf KUA Kecamatan Genteng agar membuat SOP kepada 

masyarakat ketika ingin mengajukan dispensasi kawin, seperti SOP untuk 

diarahkan serta diberi wejangan terlebih dahulu sebelum ingin 

melangsungkan perkawinan dibawah umur dengan dispensasi kawin. 
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